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Fenni Pratama Bassi (B111 10 399). Eksistensi Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) Terhadap 
Perlindungan Benda-Benda Cagar Budaya Dalam Menangani  
Perdagangan Ilegal di Tingkat International di bawah bimbingan S. M. 
Noor sebagai Pembimbing I dan Birkah Latif sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas 
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) terhadap 
perlindungan benda-benda cagar budaya dari perdagangan ilegal di 
tingkat internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode “literature 
research” atau melalui studi literatur dengan sumber yang relevan. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Meski telah ada intrumen hukum internasional yang melarang impor, 
ekspor dan alih kepemilikan benda-benda cagar budaya secara ilegal, 
namun perdagangan benda-benda cagar budaya marak terjadi 
dikarenakan tidak semua negara meratifikasinya  (2) Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer 
of Ownership of Cultural Property (1970)  belum dapat diimplementasikan 
secara maksimal untuk mendukung perlindungan benda-benda cagar 
budaya dari perdagangan ilegal, namun terdapat peluang yang besar 
untuk dapat mengimplementasikannya di Indonesia secara maksimal jika 
Indonesia meratifikasinya karena telah ada aturan hukum nasional yang 
mengatur tentang perlindungan benda-benda cagar budaya nasional. 
 Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan agar 
pengawasan dan penegakan hukum yang mengatur tentang larangan 
perdagangan benda-benda cagar budaya  harus ditingkatkan dan pelaku 
perdagangan  harus di berikan hukuman yang sesuai dengan aturan agar 






Fenni Pratama Bassi (B111 10 399). The Existence of Convention on 
the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) on the Protection 
of Cultural Heritage Objects in Addressing Illegal Trade in 
International Level under the guidance of S. M. Noor as Supervisor I and 
Birkah Latif as Supervisor II. 
This research aims to find out how the effectiveness of Convention 
on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) on the protection of 
cultural heritage objects from illegal trade at international level. This 
research was conducted by the method of "literature research" or through 
the study of literature with the relevant sources. 
The results obtained from this study are: (1) Although there has 
been an instrument of international law which prohibits the import, export 
and transfer of ownership of cultural heritage objects illegally, but the trade 
objects of cultural heritage to bloom occurs because not all countries 
ratified it (2) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) 
has not been implemented to its full potential to support the protection of 
cultural heritage objects from illegal trade but there is a great opportunity 
to be able to implement it in Indonesia to its fullest if Indonesia ratified it 
because there has been a rule of national law governing the protection of 
objects of national heritage. 
Based on the results of the research, the author formulates that 
supervision and enforcement of the laws governing the prohibition of trade 
in objects of cultural heritage should be increased and traffickers should 
be given punishment in accordance with the rules so that the perpetrators 
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A. Latar Belakang 
Masyarakat internasional terbentuk dari kemajemukan yang terdirii 
atas berbagai macam bangsa, suku serta ras yang memiliki kebudayaan 
yang beragam. Kebudayaan ini kemudian diinterpretasikan ke dalam 
kehidupan mereka dan dilakukan secara terus-menerus demi 
mempertahankan nilainya. Untuk itulah kemudian masyarakat berusaha 
melestarikan warisan kebudayaan tersebut dengan kreativitas yang 
menghasilkan benda-benda budaya sebagai bentuk eksistensinya. 
Banyak yang merasa memiliki warisan budaya, dimana masing-
masing punya kepentingan dan ingin mengambil manfaatnya. Hal ini tentu 
saja wajar, karena warisan budaya memang dapat memiliki nilai penting 
yang berbeda bagi setiap pihak. Ada yang menilai pentingnya suatu 
warisan budaya dari segi ilmu pengetahuan, etnik (jati diri dan latar 
kehidupan suatu bangsa tertentu), estetik (bukti hasil seni yang tinggi 
nilainya dan wajib dipelihara), maupun publik (kepentingan masyarakat 
secara umum) termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, 
serta keuntungan ekonomis. Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi 
menjadi sumber pertentangan atau konflik. Disamping itu, harus 
diperhatikan bahwa arti penting setiap warisan budaya juga berjenjang. 
Walaupun pada dasarnya warisan budaya di suatu tempat adalah warisan 
budaya semua orang, dalam kenyataannya pemaknaan setiap warisan 
2 
budaya tidak sama pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun 
internasional. Ada warisan budaya yang hanya bermakna pada tataran 
masyarakat yang tinggal di desa, kabupaten, atau provinsi, tetapi tidak 
dianggap cukup bernilai bagi masyarakat di luar itu, sehingga warisan 
budaya itu dianggap hanya bernilai lokal. Ada pula warisan budaya yang 
arti pentingnya diakui oleh seluruh masyarakat atau bangsa di suatu 
negara sehingga dapat dinilai berada pada tataran nasional. Suatu 
warisan budaya dianggap berada pada tataran regional jika arti 
pentingnya diakui oleh masyarakat di beberapa negara sebagai bukti 
adanya keterkaitan budaya tertentu di antara mereka. Apabila seluruh 
dunia mengakui nilai penting sumberdaya budaya itu, sehingga dapat 
dicatat dalam World Heritage List, maka warisan budaya itu dapat 
dikategorikan mempunyai nilai penting secara internasional.1 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pola kehidupan masyarakat pun berubah menuju ke arah yang semakin 
modern. Cagar budayalah yang kemudian menjadi saksi dari setiap 
peradaban yang terjadi di muka bumi. Adapun Karakteristik benda cagar 
budaya adalah : 
1. benda buatan manusia (is made), bergerak atau tidak bergerak 
yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau 
                                                             
     
1
 Daud A. Tanudirjo,Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kbijakan Pengelola Warisan 
Budaya Indonesia di Masa Mendatang diakses dari 
http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1211776349daud-kongres%20kebud.pdf  
pada 23 September 2014 18.30 wita 
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sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan; 
2. benda alam (is born) yang secara alami terbentuk oleh aktivitas 
alam serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan.2 
Benda-benda cagar budaya yang merupakan buatan manusia 
maupun yang terbentuk secara alami oleh alam memiliki nilainya masing-
masing. Benda alam memiliki daya tarik dari kemurnian penciptaannya 
melalui keajaiban alam, sedangkan benda cagar budaya yang 
digolongkan dalam benda buatan manusia memiliki nilai estetis yang 
tercipta dari pola pikir intelektual manusia yang perlu diapresiasi. 
Keduanya memiliki potensi ekonomi yang tidak boleh dirusak atau 
dimanfaatkan secara ilegal.  
Benda-benda cagar budaya yang merupakan buatan manusia 
memuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights 
(IPR). Jika dikaji dari sisi ini, maka impor, ekspor dan pengalihan 
kepemilikan benda budaya secara ilegal jelas melanggar dan merugikan 
secara ekonomi. 
 
                                                             
     
2
 Gunadi Kasnowihardjo, Pengelolaan Benda dan Kawasan Cagar Budaya, diakses 
dari http://proboyekso.blogspot.com/2009/03/pengelolaan-benda-dan-kawasan-
cagar.html pada 11 November 2014 pukul 02.06  
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Perubahan zaman yang terjadi tentunya melahirkan suatu karya  
yang berkembang dari masa ke masa, yang contoh sederhananya adalah 
hasil karya arsitektur dari suatu kebudayaan. Masalah waktu juga memiliki 
peran dalam lahirnya suatu karya. Hal ini dapat dijabarkan dengan 
keterkaitan yang erat antara suatu karya dengan karya lain, yang melewati 
beberapa masa yaitu masa lampau, saat ini hingga masa yang akan 
datang karena ketiga masa tersebut saling berkesinambungan 
membentuk mata rantai peradaban. Suatu karya arsitektur tentunya 
menjadi tanda adanya sesuatu pada zaman tersebut.3  
Contoh hasil karya arsitektur yang menjadi peninggalan suatu 
zaman adalah benda cagar budaya sebagai salah satu bagian dalam 
warisan budaya. Keberadaan warisan budaya ini patut untuk dijaga dan 
dilestarikan, namun seringkali perhatian yang didapat dari pihak yang 
berwenang kurang optimal. Penanganan yang dilakukan hanya sebatas di 
awal obyek tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya, padahal warisan 
budaya merupakan kekayaan budaya (cultural capital) yang mempunyai 
nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka memupuk kepribadian 
masyarakat dan bangsa, sehingga harusnya mendapat perlakuan khusus 
dari negara asal benda cagar budaya tersebut. Pemeliharaan dan 
pelestarian cagar budaya dilakukan karena cagar budaya merupakan 
harta pusaka budaya dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan 
                                                             
     
3
 PDF Konservasi Pura Maospahit Denpasar Menuju Pelestarian Pusaka Budaya 
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-99-678463308-bab%201-3.pdf diakses 
4 Oktober 2014 pukul 12.45 WITA 
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masyarakat sekarang dan kemudian diwariskan untuk generasi 
mendatang secara berkesinambungan.4 
Warisan kebudayaan sendiri terbagi menjadi warisan kebudayaan 
kebendaan maupun warisan kebudayaan tak benda. Warisan kebudayaan 
kebendaan adalah berbagai hasil karya manusia baik yang dapat 
dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar 
budaya sedangkan warisan kebudayaan tak benda adalah warisan 
budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba 
serta warisan budaya yang abstrak/tidak dapat ditangkap oleh panca 
indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya. Warisan budaya 
bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, 
struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di 
darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.5  
Keberadaan benda-benda cagar budaya sangat penting mengingat 
benda-benda tersebut merupakan bagian dari sejarah dan juga identitas 
suatu bangsa. Namun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman 
yang sama. Benda-benda cagar budaya berharga tersebut telah banyak 
yang rusak bahkan dinyatakan hilang. Selain itu, banyaknya kasus 
pencurian dan perdagangan illegal benda-benda cagar budaya yang 
terjadi dikarenakan wujudnya (banyak yang lebih mudah untuk 
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 Ibid 
     
5
 M. Guntur Hamzah, Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya, 
Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa,2004, hlm. 244. 
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dipindahkan jika dibandingkan dengan warisan budaya yang bersifat 
kebendaan lainnya) menyebabkan kerugian besar atas hilangnya benda 
cagar budaya tersebut.  
Beberapa fenomena telah mengilustrasikan bahwa benda-benda 
cagar budayalah yang kemudian menjadi sasaran utama kejahatan 
terhadap warisan budaya. Di antaranya yaitu satu kendi langka dari abad 
pertengahan dicuri dari di Discovery Centre Stockwood6 di Luton. Benda 
itu adalah salah satu dari hanya tiga yang ada di dunia dan nilainya 
£750.000 (Rp14 miliar). Kendi ini akhirnya ditemukan oleh polisi dan 
dikembalikan ke museum namun belum dimasukkan kembali pada layar 
penyimpanan karena adanya kerusakan. Satu orang yang terlibat dalam 
pencurian itu dipenjara selama lebih dari dua tahun karena ikut terlibat 
dalam pencurian ini.7 
Selain benda cagar budaya seperti kendi, lukisan juga merupakan 
salah satu benda seni yang rawan dicuri. Terlebih jika lukisan tersebut 
memiliki latar belakang cerita sejarah (history) yang menarik. Asosiasi 
resmi kepala kepolisian Inggris, Wales dan Irlandia Utara yang disebut 
The Association of Chief Police Officers (ACPO), berfungsi untuk 
mengoordinasi operasi nasional polisi, penyelidikan lintas negara serta 
                                                             
     
6
 Sebelumnya dikenal dengan nama Stockwood Craft Museum, adalah salah satu dari 
dua museum yang tiket masuknya gratis di Luton, Inggris. Museum ini adalah bagian dari 
sebuah badan amal, Luton Culture. 
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Association of Chief Police Officers diakses dari 
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chief_Police_Officers pada 5 Oktober 2014 
pukul 23.33 WITA 
7 
penegakan hukum8 mengklaim adanya tren di antara kelompok kejahatan 
terorganisir untuk mencuri karya seni yang ditampilkan di museum-
museum, perpustakaan, arsip dan koleksi pribadi untuk mendanai tindak 
kriminalitas lainnya.9 
Perdagangan barang-barang antik curian, terutama yang berasal 
dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, semakin marak juga 
disebabkan karena adanya praktik perdagangan bebas yang dilakukan 
secara tidak bertanggungjawab. Bisnis ilegal ini dilakukan melalui pasar 
gelap (black market) dan internet yang kemudian mulai merambah balai-
balai lelang ternama.  
Pada dasarnya balai lelang tidak boleh menjual barang-barang 
curian. Akan tetapi, terkadang balai lelang baru tahu bahwa barang itu 
merupakan hasil curian justru karena informasi dari masyarakat 
berdasarkan katalog yang mereka keluarkan. Ironisnya, meskipun sudah 
tahu merupakan barang curian, sejumlah balai lelang tetap melanjutkan 
aktivitas lelang. Contohnya patung perunggu antik tikus dan kelinci yang 
dicuri dari Yihe Yuan (Istana Musim Panas Cina). Cina mengecam 
kegiatan lelang ilegal dua artefak perunggu yang diambil dari Istana Cina 
150 tahun lalu dan laku terjual seharga £28 juta. Pemerintah Cina juga 
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Pencurian Benda Seni Marak di Inggris diakses dari 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/11/131117_pencurian_bendasejarah.shtml 
pada 23 September 2014 pukul 22.33 wita. 
8 
memperingatkan rumah lelang Christie di Paris yang melakukan 
pelelangan tersebut. 10 
 Awal April 2010 lalu, di Kairo diselenggarakan konferensi 
internasional untuk membahas perdagangan barang antik curian. Pada 
kesempatan itu Mesir memamerkan beberapa barang antik curian yang 
telah dikembalikan ke negaranya, diantaranya adalah sarkofagus kayu 
yang berumur 3.000 tahun. Artefak tersebut merupakan sitaan pejabat 
pabean Amerika Serikat (AS). Karena masuk secara ilegal maka 
pemerintah Amerika mengembalikan artefak tersebut ke Mesir.  
Pemerintah AS kemudian membentuk tim yang bertanggung jawab 
atas investigasi warisan budaya. Hal ini menandakan perbaikan dalam 
kerja sama internasional karena mempermudah dalam perspektif 
penegakan hukum dengan adanya kerja sama yang baik. Konferensi 
bertujuan untuk menemukan dan menentukan cara berkomunikasi, 
memahami kebutuhan setiap pihak, dan sistem hukum masing-masing 
negara dengan lebih baik.11 
Sebagai salah satu negara yang di masa lampaunya memiliki 
peradaban tinggi, tentunya Mesir sangat berkepentingan untuk hal ini. 
Dalam kurun waktu puluhan tahun, diawali pada abad ke-19, banyak 
warisan budaya Mesir yang diangkut ke berbagai negara. Umumnya 
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Cina Kecam Lelang Barang Antik diakses dari 
http://hurahura.wordpress.com/2010/11/13/cina-kecam-lelang-barang-antik/ pada 4 
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 Association of Chief Police Officers, Loc.cit. 
9 
benda-benda tersebut menjadi koleksi masterpiece12 museum-museum 
Eropa.  
Konferensi internasional selama dua hari itu melibatkan dua puluh 
satu negara. Para peserta terdiri atas negara-negara yang telah menjadi 
pasar ilegal bagi barang antik curian dan negara-negara yang menjadi 
asal artefak tersebut, antara lain Mesir, Suriah, Cina, Peru, dan Italia.  
Salah satu tujuan utama konferensi itu adalah untuk memperluas 
realisasi konvensi UNESCO, yang saat ini hanya mencakup artefak yang 
dicuri setelah 1970-an. Delegasi Suriah pada forum itu menekankan 
pentingnya koordinasi antarnegara dalam konferensi. Masalah ini harus 
dibicarakan di tingkat internasional, dengan perhatian penuh dalam 
kerangka hukum, politik, dan keamanan untuk menjamin objek budaya 
yang merupakan bagian dari sejarah, sehingga perlu mencari jalan terbaik 
untuk memilikinya kembali.13  
Pada koferensi ini, pembahasan persoalan terbesar justru adalah 
artefak-artefak yang keberadaannya melintasi wilayah negara asal secara 
ilegal sebelum 1970, terlebih semasa penjajahan abad ke-18 hingga awal 
abad ke-20. Kepala Dewan Tertinggi Arkeologi Mesir, Zahi Hawass 
mengatakan bahwa pemilik sah artefak-artefak tersebut adalah negara 
asal. Jadi berbagai koleksi museum itu harus dikembalikan ke Mesir dan 
juga ke beberapa negara lainnya. Ada beberapa artefak yang diinginkan 
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Mengacu pada penciptaan yang telah diberikan banyak pujian kritis, terutama yang 
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 Association of Chief Police Officers, Loc.cit. 
10 
oleh Hawass untuk dikembalikan, antara lain batu Rosetta, sebuah 
lempengan batu yang bertuliskan petunjuk untuk menguraikan tulisan 
hyroglyph14 Mesir. Batu Rosetta tersebut kini berada di Museum London 
(British Museum). Batu Rosetta ditemukan pada 1799 oleh pasukan 
Napoleon yang sedang melakukan operasi penaklukan di Mesir, yang 
mana dua tahun kemudian, batu ini jatuh ke tangan Inggris. 
Sejumlah museum yang terkenal di dunia sudah sejak lama 
memiliki berbagai koleksi benda antik dari Mesir. Banyak diantaranya 
didapatkan dalam masa penjajahan. Setelah penjajah pergi dari wilayah 
jajahannya, mereka membawa benda-benda tersebut dan tidak 
dikembalikan sampai sekarang karena merasa telah menjadi pemilik 
benda tersebut. Artefak-artefak tersebut berhasil keluar dari Mesir karena 
adanya kerjasama antara arkeolog, petualang, dan pencuri barang antik. 
Hawass telah lama menyuarakan desakan pengembalian benda-benda 
antik tersebut. Contoh keberhasilan itu dirasakan pada 2007 di mana 
otoritas Perancis secara sukarela mengembalikan rambut Firaun Ramses 
II, salah satu Firaun Mesir kuno yang paling terkenal. Dia memerintah 
Mesir dari tahun 1279 sampai 1213 Sebelum Masehi. Mumi jasad Ramses 
II dibawa ke Perancis pada tahun 1976 untuk dirawat karena hampir 
hancur akibat jamur. Benda antik tersebut hampir dijual di internet oleh 
seorang pekerja pos yang mendapatkan artefak itu dari ayahnya. Sang 
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 Aksara-aksara yang berasal dari Mesir Kuno 
11 
ayah sendiri memperolehnya dari sebuah penyelidikan ilmiah terhadap 
mumi kerajaan 30 tahun sebelumnya.15  
Mesir juga menuntut Berlin untuk mengembalikan patung dada 
Ratu Nefertiti yang legendaris. Artefak tersebut ditemukan oleh arkeolog 
Jerman, Ludwig Borchardt, di tepian Sungai Nil pada Desember 1912. 
Artefak lain berupa patung dada Ankhaf di Museum of Fine Arts di Boston, 
AS dan patung Fir’aun Ramses II di Museo Egizio, di Turino, Italia. 
Langkah yang dilakukan Hawass yaitu memutuskan hubungan bilateral 
dengan museum Perancis, Louvre. Menurut Hawass, sebelum 
mendapatkan kembali benda purbakala yang dicuri, yang sekarang 
menjadi koleksi museum itu, Mesir akan menolak bekerja sama dengan 
Museum Louvre yang telah banyak membeli barang antik asal Mesir, 
meski para kurator16 museum itu mengetahui bahwa barang tersebut 
adalah barang curian. Menteri Kebudayaan Perancis, Frederic Mitterand, 
mengatakan bahwa benda antik yang dituntut oleh Mesir itu adalah 
pecahan-pecahan dekorasi dari sebuah makam di Lembah Raja-raja yang 
berada di dekat Luxor, dimana artefak tersebut diperkirakan telah berusia 
3.200 tahun.  
Beberapa tahun lalu Hawass pernah memutuskan hubungan 
dengan museum lain, yakni Museum Seni Saint Louis karena museum 
tersebut menolak untuk mengembalikan topeng emas dari mumi seorang 
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pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni, misalnya museum, 
pameran seni, galeri foto, dan perpustakaan. Kurator bertugas untuk memilih dan 
mengurus objek museum atau karya seni yang dipamerkan. 
12 
wanita bangsawan. Suara lantang Hawass berhasil menarik perhatian 
dunia internasional, termasuk UNESCO, yakni organisasi PBB yang 
membidangi warisan budaya. 
Masyarakat internasional kembali disadarkan akan pentingnya 
keberadaan benda cagar budaya dengan adanya negara yang 
menyuarakan hal tersebut, dimana mereka menyadari bahwa benda 
tersebut adalah kekayaan nasional masing-masing negara yang juga 
dapat bermanfaat secara positif bagi masyarakat internasional. Tidak 
hanya untuk kepentingan di masa sekarang, tetapi kita semua 
bertanggungjawab untuk kelangsungan benda cagar budaya demi 
generasi mendatang (future generation). Sejauh ini Mesir sudah berhasil 
menghimpun kembali sekitar 5.000 artefak yang pernah berada di 
museum-museum mancanegara. Mesir sendiri telah lama bekerja sama 
dengan AS untuk melacak benda-benda purbakala miliknya.17 
Sebenarnya nasib Indonesia tidaklah begitu berbeda dengan 
kondisi Mesir. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya melakukan 
hubungan diplomasi dengan pemerintah Belanda agar benda-benda 
bersejarah yang menjadi koleksi museum di sana bisa dikembalikan ke 
tanah air. Benda-benda itu dibawa ke sana ketika Belanda menjajah 
Indonesia selama 3,5 abad. Mereka memperolehnya dengan cara agresi 
militer, merampas atau membeli dari penduduk. Setelah itu pemerintah 
Hindia Belanda mengambil kebijakan, yakni sebagian koleksi diserahkan 
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 Djulianto Susantio, Masalah Pengembalian Barang Antik Curian diakses dari 
http://hurahura.wordpress.com/2010/11/26/masalah-pengembalian-barang-antik-curian/ 
25 September 2014 pukul 23.17 WITA 
13 
kepada Bataviaasch Genootschap (sekarang Museum Nasional Jakarta) 
dan sebagian lagi dibawa ke Belanda untuk didistribusikan kepada 
sejumlah museum di sana. Berkat Perjanjian Wassenaar memang 
beberapa artefak berhasil kembali ke Tanah Air pada 1970-an, misalnya 
arca Prajnaparamita,18 naskah Nagarakretagama,19 dan gong Geusan 
Ulun.20 Akan tetapi, keadaan artefak-artefak tersebut malah menjadi 
kurang terawat setelah kembali ke negara asalnya, minimnya penanganan 
menyebabkan artefak tersebut lebih terjamin berada di negeri orang.  
Di luar Belanda, diperkirakan warisan-warisan budaya Indonesia 
sampai kini masih berada di sekitar tigapuluh negara. Banyak pakar 
menilai, koleksi-koleksi itu tidak perlu diminta kembali secara tergesa-
gesa. Hal ini karena kondisi museum-museum di Indonesia masih 
memprihatinkan, sehingga untuk sementara lebih baik benda-benda 
tersebut tetap berada di mancanegara. Secara tidak langsung ini dapat 
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 diperkirakan berasal dari abad ke-13 Masehi pada era kerajaan Singhasari. Arca ini 
ditemukan di reruntuhan Cungkup Putri dekat Candi Singhasari, Malang, Jawa Timur. 
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mempromosikan pariwisata Indonesia dan pemerintah tidak perlu 
mengeluarkan anggaran perawatan yang demikian besar sebab di sana 
sudah terpelihara baik.21  
Beberapa arkeolog yang bekerja di museum juga setuju dengan 
cara demikian karena menganggap bahwa mengurus benda cagar budaya 
di Indonesia merupakan hal yang merepotkan. Mereka berpendapat 
bahwa jika warisan budaya itu dikembalikan ke Indonesia dan disimpan di 
museum, pada akhirnya akan dicuri lagi sehingga lebih baik jika berada di 
mancanegara saja untuk menghemat biaya dan tenaga pemeliharaan 
benda tersebut.22  
Pola pikir seperti inilah yang kemudian mengurangi tujuan semula 
untuk mengembalikan benda-benda cagar budaya ke tanah air. 
Seandainya pun negara di mana benda cagar budaya itu berada sekarang 
memiliki itikad baik untuk mengembalikannya, sementara sikap negara 
asal seakan-akan tidak peduli seperti itu, maka pelestarian warisan 
budaya tetap saja tidak akan maksimal.  
Di samping itu, penegakan hukum di tanah air yang memberikan 
sanksi tegas bagi pelaku pencurian dan perdagangan ilegal benda cagar 
budaya masih lemah sehingga kasus-kasus kejahatannya kembali 
terulang. Bagaimanapun, cepat atau lambat warisan-warisan budaya itu 
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perlu diketahui anak-cucu kita secara langsung serta untuk memelihara 
warisan budaya milik nenek moyang kita sendiri.23  
Selain kondisi dalam negeri (lokal) suatu negara, kesadaran 
masyarakat internasional untuk melindungi kekayaan budaya dunia pun 
semakin berkembang pesat. Untuk itu, diperlukan adanya instrumen 
hukum internasional yang peranan dan pengaruhnya sangat penting 
dalam perlindungan kekayaan budaya dunia. Akan tetapi, kekuatan 
instrumen hukum internasional yang telah ada belum mampu menjamin 
penghukuman kejahatan terhadap kekayaan budaya dunia. Salah satu 
penyebabnya adalah instrumen hukum internasional hanya mengikat 
negara anggota yang telah meratifikasi, sedangkan tidak banyak negara 
yang mau meratifikasi suatu instrumen hukum internasional. Sekalipun 
instrumen hukum internasional tersebut berfungsi untuk menjadi prinsip-
prinsip dasar yang akan menjadi landasan pembentukan instrumen hukum 
secara lokal.  
Banyaknya permasalahan di berbagai bidang kemudian 
mengharuskan dunia mendirikan organisasi Internasional untuk 
menyelesaikannya. Dalam wacana hukum internasional, organisasi 
internasional mengandung pengertian ganda yang dapat diartikan secara 
sempit atau secara luas. Organisasi internasional secara luas digunakan 
untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara, baik 
yang bersifat publik maupun privat. Sedangkan organisasi internasional 
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dalam arti sempit hanya menunjuk setiap organisasi internasional yang 
bersifat publik. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang studi-studi 
internasional lazimnya ialah dalam arti sempit, yaitu organisasi 
internasional yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah atau 
intergovernmental organization.24  
Sehubungan dengan banyaknya masalah perdagangan illegal 
benda cagar budaya, maka UNESCO (United Nations Educational 
Scientific And Cultural Organization) sebagai  organisasi khusus dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memajukan kerja sama 
antarbangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan mengadakan suatu pertemuan di Paris pada 14 November 
1970. Pertemuan itu menghasilkan  Convention on the Means of 
Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property yang selanjutnya disebut Konvensi 
UNESCO 1970 atau Konvensi Paris 1970. Pada tanggal 27 Juni 2003 
telah tergabung 100 negara anggota dalam Konvensi UNESCO 1970 atau 
Konvensi Paris 1970 ini.25 Dalam keanggotaannya, konvensi ini terdiri 
atasa beberapa negara termasuk di antaranya Amerika, Perancis, dan 
Kanada. Konvensi UNESCO 1970 dibuat di Paris dalam sesi XVI 
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Prevention of the Illicit, Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property 1970, 12
th
 session of the Intergovernmental Committee for promoting the return 
and Restitution of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of 
Illicit Appropriation, UNESCO, Paris, 25-28 Maret 2003, 
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_en.shtml diakses 
pada 24 September pukul 12.40 wita 
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Konferensi Umum UNESCO dan dideklarasikan pada tanggal 14 
November 1970.26 
Jika dilihat dari sudut hukumnya, International Convention atau 
konvensi internasional adalah kesepakatan-kesepakatan internasional 
yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh banyak negara di dunia ini. 
Tentu saja, ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi 
internasional tersebut berlaku juga terhadap perjanjian jual beli 
internasional. Dengan praktik bahwa kedua belah pihak (negara) tersebut 
merupakan peserta konvensi dan telah meratifikasi konvensi tertentu itu 
sehingga menjadi bagian dari hukum nasionalnya.27   
Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara 
melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat 
pemerintah bisa bekerjasama untuk mengembalikan dan menemukan 
benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi 
batas nasional. Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen 
diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi. Negara anggota dapat 
menentukan ketentuan mana yang dapat diadopsi dan lebih cocok dengan 
sistem hukumnya. UNESCO hanya dapat menawarkan nasihat dalam 
penyusunan peraturan hukum. Seperti dalam pasal 14, disebutkan bahwa 
negara anggota konvensi haruslah menyediakan jasa nasional yang 
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bertanggungjawab atas perlindungan kekayaan budaya dengan biaya 
yang pantas. 
Inilah yang kemudian menjadi salah satu hambatan bagi Konvensi 
UNESCO 1970 dalam melaksanakan ketentuan yang termuat di dalamnya 
dikarenakan tidak semua negara mau mengikatkan diri dengan konvensi 
ini. Padahal kasus-kasus impor, ekspor dan pemindahan kepemilikan 
benda-benda cagar budaya lintas negara secara ilegal telah banyak 
dijumpai. Hal ini membawa banyak kerugian ekonomi bagi suatu negara 
sebab benda-benda cagar budaya memiliki nilai yang mahal sehingga 
banyak yang kemudian ingin mengambil keuntungan dengan 
memperdagangkannya secara ilegal. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
dan menganalisis permasalahan tentang perdagangan illegal benda-
benda cagar budaya dunia beserta peranan konvensi sebagai instrumen 
hukum internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam 
sebuah karya ilmiah/skripsi yang berjudul “Eksistensi Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) Terhadap 
Perlindungan Benda-Benda Cagar Budaya dalam Menanggulangi 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap benda-benda 
cagar budaya menurut Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property 1970?  
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan benda-benda cagar 
budaya menurut Convention on the Means of Prohibiting and  
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property 1970? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap benda-benda 
cagar budaya menurut Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property 1970. 
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan benda-benda cagar 
budaya menurut Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 





A. Perdagangan Bebas  
Dalam praktik kerjasama internasional, tidak dapat dipungkiri 
bahwa suatu negara sebagai subjek hukum internasional memiliki aspek 
ekstern kedaulatan, yakni kebebasan untuk menentukan hubungannya 
dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok yang lain tanpa 
kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.28 Salah satu 
bentuk hubungan tersebut adalah dalam bidang perdagangan 
internasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul perdebatan 
utama mengenai persoalan negara harus mengikuti kebijakan 
perdagangan bebas atau proteksionis.  
Suatu negara secara teoritis dapat memilih kebijakan perdagangan 
“laissez faire”29 sedemikian rupa sehingga tukar-menukar komoditi antar 
negara sama sekali tidak terhambat. Kondisi ini dikenal dengan 
perdagangan bebas (free trade). Negara tersebut bisa juga  menciptakan 
segala macam aturan yang mematikan semua insentif untuk melakukan 
perdagangan antarnegara. Ini disebut dengan kondisi autarki (autarky). 
Tetapi dalam prakteknya tidak ada negara di dunia yang menempuh 
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kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan yang mereka pilih berada di 
antara keduanya. Langkah-langkah yang ditempuh suatu negara menuju 
kondisi perdagangan bebas disebut dengan liberalisasi perdagangan. 
Upaya proteksionis sebaliknya merujuk pada langkah-langkah suatu 
negara untuk melindungi usaha domestik dari tekanan persaingan 
internasional.30 
Dalam istilah yang sangat sederhana, perdagangan bebas dapat 
diartikan sebagai tidak adanya tarif dan kuota impor atas barang. Definisi 
ini didasarkan pada pemikiran bahwa pasar merupakan sarana terbaik 
untuk memastikan konsumen dapat mengakses produk-produk yang baik 
dengan harga yang terbaik dan meningkatkan kesejahteraan dunia. 
Tujuan akhir dari penghapusan ketentuan tarif dan mekanisme proteksi 
nasional adalah agar pasar dapat berjalan tanpa ada hambatan. Namun, 
pendekatan pasar bebas tidak memperhitungkan fakta bahwa tidak semua 
mitra dagang sederajat, seperti juga semua produk dan jasa. Oleh sebab 
itu, dalam perekonomian global yang terpadu, definisi konvensional dari 
perdagangan bebas tidak berlaku lagi, mengingat perdagangan di bidang 
jasa mengalami lonjakan yang mengesankan dan hambatan-hambatan 
baru menggantikan hambatan-hambatan konvensional seperti tarif dan 
kuota impor. Ada tiga kategori hambatan dalam perdagangan 
internasional, yaitu: 
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1) Hambatan tarif (misalnya ketentuan-ketentuan fiskal seperti 
penarikan bea masuk) 
2) Ketentuan nonfiskal (misalnya hambatan hukum dan praktik seperti 
screen quota) 
3) Hambatan investasi (misalnya larangan atau pembatasan 
partisipasi modal atau saham asing, aturan kewarganegaraan 
untuk pimpinan perusahaan, atau larangan repatriasi modal).31 
Ahli ekonomi Inggris, Adam Smith, perintis ekonomi modern, adalah 
seorang pendukung pasar bebas dan perdagangan bebas. 
Argumentasinya adalah perdagangan bebas memungkinkan setiap 
negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif yang 
dimilikinya. Keuntungan akan dirasakan oleh setiap negara karena 
masing-masing memiliki keahlian di bidang yang dianggap paling unggul. 
Wilayah perdagangan bebas yang lebih luas memungkinkan perusahaan 
dan individu untuk lebih terspesialisasi dan menjadi semakin baik lagi.32 
Tanpa perdagangan bebas, investasi dan buruh akan menerima return of 
investment (hasil) dan upah yang berbeda-beda di tiap-tiap negara 
(dengan asumsi modal atau investasi dan buruh tidak berpindah-pindah, 
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estimasi merupakan investasi dengan jangka waktu menengah atau 
panjang).33  
Perdagangan bebas adalah sebuah subtitusi bagi mereka yang 
harus pergi ke wilayah lain (untuk bekerja atau membeli barang). 
Penduduk di negara maju dapat membeli barang-barang murah dari China 
(tempat upah pekerja murah) tanpa harus pergi ke Cina. Sebaliknya, 
orang-orang Cina dapat tetap berada di negaranya dan mendapatkan 
barang-barang berteknologi tinggi dari Amerika Serikat, negara yang 
memiliki teknologi yang lebih maju, pekerja yang lebih terampil, dan modal 
investasi yang besar. Secara teoretis, hal ini berarti bahwa kenaikan 
permintaan akan barang-barang dari Cina akan mengakibatkan kenaikan 
jumlah tenaga kerja tidak terampil, dan pada akhirnya, upah tenaga kerja 
tidak terampil akan ikut naik.34 
Dalam duapuluh tahunan terakhir, apa yang disebut perdagangan 
bebas makin marak. Secara resmi masyarakat dunia bersepakat pada 
tahun 1984, dengan menerapkan General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT). Pada 30 Oktober 1947, GATT telah disahkan oleh beberapa 
negara, yaitu Australia, Belgia, Brazil, Burma, Kanada, Ceylon, Chili, Cina, 
Kuba, Cekoslovakia,Perancis, India, Libanon, Luxemburb, Belanda, 
Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Rhodesia Selatan, Syria, Afrika 
Selatan, Inggris, Irlandia Utara dan Amerika. Walaupun GATT merupakan 
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perjanjian yang melibatkan banyak negara tetapi sekretariat GATT tidak 
pernah menjadikannya sebagai organisasi internasional.35  
Sebelas tahun kemudian, General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) diganti menjadi World Trade Organization (WTO). Sampai tahun 
2001 anggotanya 142 negara. General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) maupun World Trade Organization (WTO) adalah upaya 
masyarakat dunia untuk semakin meliberalkan perdagangan antar negara 
dan memperluas lingkup perdagangan bebas. WTO merupakan 
organisasi perdagangan dunia yang memiliki kepribadian hukum atau 
legal personality, dapat melakukan kontrak, memiliki hak atas kebendaan 
dan berperkara di depan pengadilan.36 
Adapun hambatan dari perdagangan biasanya mengacu pada hal-
hal yang dilakukan mempengaruhi arus lalu lintas barang maupun jasa 
yang diperdagangkan. Hambatan perdagangan bisa terjadi karena 
disengaja, misalnya dalam bentuk kebijakan, bisa juga tidak, misalnya 
terdapat perbedaan preferensi konsumen. Bentuk hambatan atas 
perdagangan bebas yang paling umum adalah pajak atau tarif.  Selain itu, 
ada juga hambatan-hambatan tanpa tarif seperti kuota, standarisasi, dan 
lain-lain. Konteks spesifiknya adalah perdagangan antar negara, antara 
konsumen yang melibatkan dua atau lebih negara yang berbeda, meski 
kita juga bisa menerapkan perdagangan bebas secara internal, misalnya 
antar provinsi atau antar kota dalam sebuah negara. Tetapi yang 
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dimaksud perdagangan bebas yaitu berupa transaksi jual beli barang, 
jasa, dan sumber daya moneter maupun manusia yang melintasi batas-
batas geografis sebuah negara atau wilayah tanpa memiliki hambatan. 
Perdagangan bebas umumnya dianggap sebagai sesuatu yang 
tidak terelakkan (inevitable). Dalam arti bahwa dunia ini semakin sempit, 
sumber daya sebuah negara makin terbatas, tetapi disisi lain ada sumber 
daya yang tersedia di negara lain tetapi tidak tersedia di negara kita, atau 
sama-sama tersedia, tetapi di negara lain memiliki harga lebih murah. 
Kondisi-kondisi seperti ini memunculkan potensi benefit jika kita 
melakukan perdagangan bebas.37 
Jika kita berbicara dalam konteks perdagangan bebas, beberapa 
harga komoditas biasanya dipengaruhi oleh pasar internasional 
(international market). Jika kita membicarakan international price, yang 
kita bicarakan adalah demand and supply tingkat internasional. Jika 
menyangkut barang pokok, harga internasional turut mempengaruhi harga 
di dalam negeri. Tentu saja ada kemungkinan bahwa harga dalam negeri 
mencerminkan harga internasional. Tetapi kita juga bisa melihat, 
beberapa kasus perdagangan bebas (pasar terbuka), hal itu justru 
mengurangi permasalahan harga dalam negeri. Sebagai contoh, jika 
persediaan beras mengalami paceklik tetapi impornya diisolasi, maka 
supply kita pasti terganggu, sementara demand tetap, harga akan 
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melonjak. Tetapi jika kita membuka jalur impor beras, maka ketika 
paceklik kita bisa mengimpor beras, ada supply dari luar negeri sehingga 
harga beras dalam negeri menjadi rendah.38  
Di sini perdagangan bebas berfungsi sebagai penyeimbang harga 
dalam negeri. Jadi cara untuk melihatnya harus dengan menguraikan 
setiap kasus yang ada. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa 
perdagangan bebas memperlebar jarak antara pihak yang memiliki tingkat 
ekonomi tinggi dan pihak yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Negeri 
kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, dan itu 
berbanding lurus dengan kondisi warga dari negara tersebut.  
Ada pula kritik terhadap perdagangan bebas, berhubungan dengan 
lingkungan hidup. Ada yang beranggapan dengan adanya perdagangan 
bebas, produksi akan semakin meningkat, karena itu orang akan 
mengeksploitasi alam lebih banyak lagi. Secara empiris kita bisa 
mengatakan bahwa dalam satu fase ada peningkatan polusi, ada juga 
deplesi sumber daya alam untuk satu periode. Tetapi fakta empiris juga 
menunjukkan bahwa ketika tingkat perdagangan bebas semakin 
diperluas, kebutuhan untuk barang-barang ramah lingkungan juga akan 
semakin tinggi. Jadi ada dorongan dari konsumen memaksa penduduk 
setempat untuk  bersikap ramah terhadap lingkungan.39 
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B. Warisan Budaya Dunia 
Karya cipta manusia senantiasa mengalami perkembangan seiring 
dengan berjalannya waktu. Setiap masa memiliki pemaknaan tersendiri 
yang dituangkan dalam berbagai bentuk dan diwariskan ke masa 
berikutnya. Demikian pula halnya dalam bidang budaya, yang 
peninggalannya diteruskan sebagai suatu warisan. Warisan budaya 
diartikan oleh Davidson sebagai produk atau hasil budaya fisik dari 
tradisi–tradisi yang berbeda dan prestasi–prestasi spiritual dalam bentuk 
nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu 
kelompok atau bangsa. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik 
(tangible), dan nilai budaya (intangible), dari masa lalu.
40
  
Warisan dunia ini perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki 
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 
kebudayaan melalui proses penetapan. Benda, bangunan, struktur, lokasi, 
atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya, 
tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa, dapat diusulkan 
sebagai cagar budaya melalui proses penelitian. Arti khusus tersebut 
dapat merupakan simbol pemersatu, kebanggaan, dan jati diri bangsa, 
atau yang merupakan suatu peristiwa luar biasa berskala nasional atau 
dunia. Pelestarian cagar budaya bertujuan: 
1) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; 
2) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya; 
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3) memperkuat kepribadian bangsa; 
4) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan 
5) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat 
internasional.41 
Warisan budaya bersifat kebendaan di darat dan/atau di air dalam 
setiap bentuknya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 
kebudayaan melalui proses penetapan. Bentuk-bentuk warisan budaya 
antara lain sebagai berikut: 
a) Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 
manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan 
atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang 
memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 
perkembangan manusia.  
b) Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari 
benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 
beratap. 
c) Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari 
benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan 
prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 
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d) Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di 
air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar 
budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan 
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 
e) Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang 
memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya 
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.42 
Dari semua benda-benda peninggalan peradaban, tidak semua 
yang dapat disebut sebagai benda cagar budaya. Ada beberapa kriteria 
agar suatu benda dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya, yaitu: 
1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Penentuan umur 50 tahun 
berdasarkan angka tahun yang tertera pada benda yang 
bersangkutan; keterangan sejarah yang berasal dari sumber tertulis 
atau lisan 
2) mewakili masa gaya43 paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun 
3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan 
agama, dan/atau kebudayaan. 
4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa 
5) berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang 
dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat 
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dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat 
dihubungkan dengan sejarah manusia 
6) bersifat bergerak atau tidak bergerak 
7) merupakan kesatuan atau kelompok44 
Selain berwujud benda, warisan budaya dunia pun ada yang 
tergolong dalam wujud tak benda. Menurut definisi UNESCO, warisan 
budaya lisan dan tak benda adalah keseluruhan dari kreasi berdasarkan 
tradisi dari sebuah komunitas kultural yang dinyatakan oleh suatu 
kelompok atau individu-individu dan diakui sebagai cerminan harapan-
harapan dari suatu komunitas sedemikian rupa sehingga mewujudkan 
indentitas sosial dan budaya mereka.  
Di sisi lain, bahasa, sastra, musik, dan tari, serta permainan dan 
olahraga, tradisi kuliner, ritual dan mitologi, pengetahuan dan praktik-
praktik sehubungan dengan jagat raya, teknik tradisional dalam 
pembuatan kerajinan tangan, dan ruang-ruang budaya termasuk di antara 
banyak bentuk warisan tak benda yang dipandang sebagai kumpulan 
keragaman budaya, dan ekspresi kreativitas, serta tenaga pendorong bagi 
kebudayaan. Kedudukannya yang rentan terhadap kekuatan globalisasi, 
transformasi sosial, dan intoleransi, menyebabkan UNESCO 
mengeluarkan kebijakan untuk mengenali, mendokumentasikan, 
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melindungi, mempromosikan, dan merevitalisasi peninggalan-peninggalan 
budaya.  
Sejak tahun 2001, UNESCO menjalankan suatu program yang 
disebut Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
(Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia) yang 
bertujuan menjamin visibilitas yang lebih baik bagi warisan budaya tak 
benda dan kesadaran akan nilai pentingnya. Selain itu, program ini juga 
diharapkan dapat menarik perhatian tentang pentingnya melindungi 
warisan tak benda yang telah diidentifikasi UNESCO sebagai komponen 
penting dan suatu kumpulan keragaman budaya dan ekspresi kreatif. 
Berbagai bentuk warisan budaya tak benda dari seluruh dunia telah mulai 
teridentifikasi untuk dilindungi.45  
Pemerintah dari negara-negara yang menyetujui konvensi 
UNESCO yang disebut negara anggota kemudian mendaftarkan benda 
yang akan dinominasikan untuk masuk ke dalam warisan budaya tak 
benda yang dilindungi. Masing-masing negara diizinkan untuk 
menyampaikan berkas daftar benda, yang berada di dalam teritori 
mereka. Kategori benda yang dapat dinominasikan sebagai warisan 
budaya tak benda yang dilindungi telah ditentukan oleh program, yakni:
  
1) bentuk ekspresi budaya tradisional dan populer, atau 
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2) ruang budaya, yakni tempat-tempat kegiatan masyarakat dan 
budaya terkonsentrasi dan berlangsung secara reguler (alun-alun 
pasar, festival, dan sebagainya).46 
Nominasi dari negara anggota dievaluasi oleh sebuah panel para 
pakar dalam warisan budaya tak benda dan lebih lanjut diteliti dengan 
cermat oleh dewan juri yang sebelumnya dipilih oleh Direktur Jenderal 
UNESCO.  
Kriteria telah dibuat sebelumnya untuk membantu penilaian karya-
karya yang masuk ke dalam nominasi. Ekspresi budaya dan ruang budaya 
yang diusulkan masuk daftar harus:  
1) menunjukkan nilai yang menonjol sebagai karya agung kejeniusan 
kreatif manusia, 
2) memperlihatkan bukti luas mengenai akar-akar dalam tradisi 
budaya atau sejarah budaya dari komunitas terkait, 
3) merupakan sebuah cara untuk memastikan identitas kultural dari 
komunitas budaya terkait, 
4) memberikan bukti keunggulan dalam aplikasi keterampilan dan 
kualitas teknis yang ditampilkan, 
                                                             
     
46
 Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Karya_Agung_Warisan_Budaya_Lisan_dan_Nonbendawi_Man
usia pada 8 Oktober 2014 pukul 02.52 WITA 
33 
5) menegaskan nilai mereka sebagai kesaksian unik tradisi budaya 
yang hidup, 
6) berada dalam risiko degradasi atau lenyap.47 
Nominasi yang memenuhi kriteria kemudian disebut dengan istilah 
Karya Agung Budaya Lisan dan Tak Benda Warisan Manusia dan 
diumumkan sekali setiap dua tahun. Penyebutannya terinspirasi dari 
aktivas warga yang melindungi alun-alun Djemaa el Fna di Maroko. Ide 
untuk proyek ini berasal dari keprihatinan orang-orang terhadap tempat 
tersebut. Alun-alun Jeema’ el Fna dikenal sebagai pusat kegiatan 
tradisional yang diramaikan oleh pencerita, pemusik, dan artis 
pertunjukan, namun terancam oleh tekanan-tekanan pembangunan 
ekonomi. Dalam usaha melindungi tradisi-tradisi mereka, penduduk 
setempat meminta tindakan dari tingkat internasional untuk mengakui 
pentingnya perlindungan untuk tempat-tempat seperti Jeema’ el Fna yang 
mereka sebut sebagai ruang budaya serta bentuk-bentuk ekspresi budaya 
tradisional dan populer lainnya. 
Daftar Karya Agung Budaya Lisan dan Tak benda Warisan 
Manusia adalah tanggapan UNESCO atas panggilan bagi kemanusiaan 
untuk memperluas konsep warisan budaya yang mengetengahkan aspek-
aspek tak benda. Istilah "Karya Agung Budaya Lisan dan Tak Benda 
Warisan Manusia" yang dipakai UNESCO bertujuan meningkatkan 
                                                             




kesadaran mengenai pentingnya warisan budaya lisan dan takbenda 
sebagai suatu unsur hakiki dari keberagaman budaya. 
  Usaha untuk melindungi warisan budaya melalui gerakan heritage 
(heritage movement) yang berkembang saat ini di dunia masih didominasi 
oleh penyelamatan warisan budaya yang bersifat fisik (tangible) seperti 
gedung, candi, monumen dan bangunan bersifat fisik lainnya. Namun 
pergeseran mulai terjadi pada beberapa tahun belakangan ini dimana 
mulai  ada perhatian terhadap masalah warisan budaya yang bersifat non 
fisik (intangible). Trend gerakan heritage yang ada di dunia saat ini juga 
memberikan petunjuk kuat betapa di negara maju penghargaan terhadap 
warisan budaya fisik sangat tinggi. Penghargaan ini didukung sepenuhnya 
oleh pemerintahnya.  
Sebaliknya, di negara-negara berkembang seperti halnya di 
Indonesia, penghargaan terhadap warisan budaya masih sangat rendah 
sehingga akhirnya Indonesia kehilangan beberapa aset warisan budaya 
yang sempat diklaim oleh negara lain. Ini adalah akibat kurangnya upaya 
penjagaan warisan budaya yang ada. Padahal warisan budaya yang ada 
di berbagai daerah di tanah air memberikan informasi kepada kita betapa 
kayanya negeri ini dengan warisan budaya yang dimiliki.  
Ancaman terhadap punahnya keberadaan warisan budaya semakin 
hari semakin mengkhawatirkan. Ancaman kepunahan warisan ini juga 
dapat diakibatkan oleh  pembangunan dan modernisasi. Hal ini dapat 
dilihat dari paradigma pembangunan yang berorientasi ekonomi serta 
35 
pertumbuhan telah menempatkan aspek budaya pada posisi yang 
marjinal. Bahkan atas nama pembangunan proses penghancuran warisan 
budaya fisik telah berlangsung secara sistematis, utamanya di kawasan 
perkotaan.48 Misalnya di Medan, terdapat gedung yang dikenal dengan 
nama Gedung Kerapatan. Gedung yang dulu berfungsi sebagai kantor 
Bupati Deli Serdang itu, dihancurkan dua puluh tahun silam tanpa alasan 
yang jelas. Hingga sekarang hanya puing-puing yang tersisa tanpa ada 
tanda-tanda pembangunan kembali. Selain itu, kondisi yang sama juga 
terjadi pada bangunan bersejarah yang dikenal dengan sebutan Vila 
Kembar. Bangunan yang diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20 ini 
awalnya terdiri atas empat vila yang berjejer di sisi Jalan Diponegoro. 
Sekarang hanya satu vila yang masih terjaga dengan baik, yakni yang 
digunakan sebagai kantor salah satu bank internasional, sedangkan 
sisanya sudah dihancurkan untuk dijadikan hotel.49 
C. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) 
Pada tahun 1952, UNESCO dengan berdasar pada Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)  mengadopsi sebuah Konvensi 
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Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention) yang di dalamnya 
memuat perlindungan bagi penulis atas kepentingan moral dan 
materialnya yang kemudian direvisi pada tahun 1971.  
UNESCO tidak berhenti sampai di situ, konvensi-konvensi lain yang 
berkenaan dengan perlindungan hak-hak kultural juga dibentuk, antara 
lain: 
1) Konvensi mengenai Cara-Cara Pencegahan dan Pelarangan 
Impor, Ekspor dan Transfer Kepemilikan atas Benda Cagar Budaya 
(Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970) 
merupakan konvensi yang melindungi benda budaya dengan cara 
melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat 
pemerintah bisa bekerjasama untuk mengembalikan dan 
menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan 
secara ilegal melintasi batas nasional; 
2) Konvensi mengenai Perlindungan  Budaya Dunia dan Warisan 
Alam (Convention Concerning The Protection of The World Cultural 
And Natural Heritage 1972) merupakan konvensi yang mencakup 
perlindungan alam dan budaya sehingga bisa menjadi insrumen 
perlindungan hukum lingkungan internasional, juga perlindungan 
hukum warisan budaya dunia. Konvensi ini secara unik mengakui 
bahwa suatu situs yang ada dalam suatu batas wilayah suatu 
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negara, namun perlindungan warisan budaya tersebut menjadi 
kewajiban dan kerjasama masyarakat internasional dalam memberi 
perlindungannya; 
3) Konvensi mengenai Perlindungan terhadap Budaya Dunia pada 
Saat Terjadi Perang (Convention for the Protection of Cultural 
Property in the event of Armed Conflic 1954) merupakan 
perlindungan umum atau general protection diberikan pada setiap 
properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. 
Militer tak boleh menggunakan properti tersebut kecuali ada 
kepentingan militer yang memaksa. 
Di samping itu, UNESCO telah mengeluarkan deklarasi dan 
rekomendasi mengenai perlindungan hak-hak kultural, yaitu: 
a) Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Kerjasama Budaya 
Internasional (Declaration on Principles of International Cultural 
Cooperation 1966); 
b) Rekomendasi mengenai Partisipasi Masyarakat secara luas dalam 
Kehidupan  Budaya dan Kontribusi Terhadapnya (Recommendation 
on Participation by the People at Large in Cultural Life and their 
Contribution to It 1976); 
c) Rekomendasi mengenai Status Artis (The Recommendation 
Concerning the Status of The Artist 1980).50 
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The Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 
diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1970. Dokumen ini merupakan salah 
satu instrumen utama UNESCO untuk melindungi dan menjaga kekayaan 
budaya dunia dan untuk memerangi pencurian, ekspor dan perdagangan 
gelap benda budaya serta mempromosikan pembatasan objek untuk 
negara asal mereka.  
Konvensi ini menetapkan langkah-langkah hukum untuk mencegah 
ekspor ilegal benda cagar budaya (dimasukkan dalam legislasi nasional, 
memerangi penggalian ilegal dan ekspor ilegal dan pengalihan 
kepemilikan properti budaya, membangun dan memperbaharui 
inventarisasi nasional, dengan pendidikan untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan rasa hormat terhadap warisan budaya, dan lain-lain). 
Negara anggota wajib melakukan measures khusus, untuk membangun 
layanan perlindungan, melarang ekspor, impor dan transfer barang curian, 
untuk memberikan hukuman atau sanksi administratif pada setiap orang 
yang bertanggung jawab melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
dalam konvensi ini.51 
Konvensi ini mendorong kerjasama antar negara untuk mencegah 
perpindahan ilegal kekayaan budaya lintas batas. Negara asal dapat 
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meminta bantuan dari negara-negara lain dalam mengembalikan benda 
budaya yang diperoleh secara ilegal. Namun, konvensi menetapkan 
negara untuk membayar kompensasi yang adil kepada pembeli yang tidak 
bersalah atau mereka yang memegang hak kepemilikan sah terhadap 
benda cagar budaya tersebut. Konvensi mengatur bahwa negara mutlak 
mendaftarkan kekayaan budayanya untuk membantu mencegah ekspor 
dan jika perlu memfasilitasi pemulihan. Konvensi merekomendasikan 
pengembangan program sertifikasi ekspor untuk membantu mengontrol 
aliran budaya dan untuk memberikan asal dikonfirmasi untuk objek. 
Sebagian besar tanggung jawab untuk mengontrol aliran ilegal kekayaan 
budaya ditempatkan pada negara asal. 
 Jika dilihat dari isinya, Konvensi 1970 ini berkomplementer dengan 
konvensi UNIDROIT Convention On Stolen or Illegaly Exported Cultural 
Objects 1995 yang memberi ketentuan sanksi yang lebih konkrit. Konvensi 
UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol 
terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa 
bekerjasama untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang 
telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Hal ini 
menyebabkan Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen 
diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi. Upaya untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan internasional sedini mungkin, dengan 
cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat, merupakan tujuan 
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hukum internasional sejak lama,52 termasuk dalam hal perdagangan illegal 
benda cagar budaya. Pemberian sanksi diberikan pengaturannya kepada 
UNIDROIT Convention 1995 perjanjian internasional tentang masalah 
perlindungan kekayaan budaya yang  dari tahun 1970. 
Konvensi UNIDROIT bertujuan untuk mengurangi lalu lintas ilegal 
dari kekayaan budaya dengan mewajibkan pembeli untuk memeriksa 
keabsahan (legitimacy) pembelian mereka. Konvensi tersebut 
menyatakan bahwa jika kekayaan budaya dicuri atau diekspor secara 
ilegal itu harus dikembalikan. Masalah krusial dalam ilegal transaksi 
warisan budaya ini adalah siapa yang harus membayar kompensasi 
kepada penggugat? Konvensi ini berusaha memberikan jalan keluar 
dengan memperkenalkan sikap inovatif untuk masalah transaksi illegal 
tersebut. Dealer bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa benda 
budaya memiliki asal yang sah. Dalam hal kekayaan budaya yang dicuri, 
pembeli akhir harus membayar ganti rugi kepada pihak terkait kecuali dia 
bisa membuktikan bahwa dia bertindak dengan due diligence53. Apalagi 
jika objek budaya diekspor secara ilegal diwariskan atau diterima sebagai 
hadiah maka pemilik baru memiliki tanggung jawab yang sama sebagai 
pembeli. Oleh karena itu museum dan institusi publik lainnya harus 
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Disebut juga Uji tuntas, istilah yang digunakan untuk penyelidikan penilaian kinerja 
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proses penandatangan kontrak atau berlakunya kerja sama diantara semua pihak 
tersebut 
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memeriksa asal dari benda yang disumbangkan atau diterimanya. 
Tindakan tersebut paling efektif (sebagai langkah preventif) terhadap 
pengawasan lalu lintas ilegal dari kekayaan budaya54. 
 Selain itu, konvensi juga memberikan metode perlindungan 
dengan jalan mengawasi jalannya perdagangan. Metode ini ditempuh 
dengan menggunakan organisasi internasional  lainnya yaitu INTERPOL. 
INTERPOL (International Criminal Police Organization)55 memiliki andil 
dalam penanganan transaksi illegal benda cagar budaya. Salah satu 
peran INTERPOL adalah dengan menunjukkan adanya daftar benda 
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 sebuah organisasi internasional pasukan polisi dari 176 negara yang dirancang 
untuk mengkoordinasikan penegakan Hukum Internasional ,saling membantu dan kerja 
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ditangkap diminta dan yang kstradisi, pemberitahuan dicari yang berisi rincian dari surat 
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melakukan investigasi kegiatan kriminal , termasuk perdagangan narkoba , Terorisme , 
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impor dan jejak STNK dan kepemilikan . Interpol juga melakukan layanan kemanusiaan 






budaya yang dilaporkan hilang dan diminta untuk ditemukan oleh 
INTERPOL sebagai pelacaknya. 
D. Isu-Isu Terhadap Penemuan Cultural Property 
Demi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia 
selalu berusaha untuk melakukan inovasi agar rasa keingintahuan atas 
terjadinya berbagai hal menjadi terpenuhi. Begitu juga dengan sebuah 
riset yang dilakukan memungkinkan kita untuk mempelajari dan 
menyelidiki asal-usul terjadinya suatu peristiwa agar dapat diketahui 
keabsahan pemilik sebenarnya dari benda tersebut.  
Sebagai contoh, adanya penemuan puing-puing sebuah kapal dan 
meruntut barang-barang yang tersisa ke asal-muasalnya, yang sebagian 
di antaranya berasal dari Timur Tengah di masa Ibnu Fadlan dan Ibnu 
Sina. Kapal itu terbuat dari kayu yang berasal dari Asia Tenggara. Yang 
menarik kapal ini tidak menggunakan besi. Kendaraan ini terbuat dari 
materi lokal, dengan desain yang ringan dan elegan, sehingga 
menjadikannya lentur dan tidak mudah patah dihantam gelombang besar. 
Di dasar kapal terdapat ribuan kilogram lempengan timah, berukuran 
sama, bercap dan bertumpuk, sehingga membentuk pyramid, yang 
berasal dari Kedah di Semenanjung Melayu Barat. Pada abad kesepuluh, 
timah ditambang hampir seperti emas. Timah merupakan komponen 
penting untuk membuat perunggu. Perunggu kemudian dicetak menjadi 
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arca dan objek-objek keagamaan lainnya, juga alat rumah tangga, 
perhiasan dan senjata.56  
Selain itu, juga ditemukan dua tumpukan cermin di kapal tersebut. 
Salah satunya menunjukkan desain Indonesia, sedangkan yang lainnya 
diperkirakan berasal dari Cina. Kapal  penyelamat berhasil mengangkat 
sebuah patung Buddha kecil yang terbuat dari perunggu. Modelnya 
sangat mirip dengan arca dari India Timur ketika itu. Patung tersebut 
berisikan nilai tradisi yang telah berusia sangat panjang. Artefak lain yang 
terdapat di bangkai kapal itu tampaknya terkait dengan ritual dari India. 
Artefak itu adalah sebuah mahkota perunggu berbentuk kepala macan, 
sebuah kelopak teratai terbuat dari perunggu, tombak untuk upacara, 
jambangan dan baki.57 
Ragam kegiatan dalam perdagangan timah dimulai dari 
penambangan dan peleburan, juga pengumpulan objek yang sudah rusak, 
yang kemudian dilelehkan untuk membentuk lempengan lalu dikapalkan 
ke berbagai wilayah Asia.  Mendaur ulang logam ini merupakan kegiatan 
ekonomis yang sudah biasa diduga akan dilakukan. Selain perdagangan 
timah, manik-manik pun cukup kompleks dan telah lama dilakukan 
sebelum bangkai kapal itu ditemukan. Manik-manik termasuk benda asing 
pertama ditemukan di situs penggalian arkeologis Asia Tenggara. Manik-
manik batu karnelian dari India ditemukan di situs-situs yang tampaknya 
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berasal dari periode Sebelum Masehi.58 Benda-benda cagar budaya 
seperti inilah yang memiliki nilai yang mahal sehingga sangat tepat untuk 
menjadi objek perdagangan ilegal yang juga diincar oleh para kolektor. 
 
E. Prinsip-Prinsip Dasar Convention on the Means of Prohibiting 
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property 
Pada saat pengumumannya di tahun 2001 melalui media Press 
negara Swiss, diadakan pertemuan diskusi Dewan Federal yang 
menghasilkan beberapa prinsip dasar konvensi 1970. Dalam konvensi ini 
terdapat standar minimum implementasi perlindungan benda budaya 
dalam legislatif, administratif, dan peraturan perjanjian internasional oleh 
masing-masing negara peserta. Konvensi ini bersifat non-self executing, 
sehingga memerlukan diimplementasikan terlebih dahulu pelaksanaannya 
kedalam peraturan domestik.59 Aturan hukum internasional yang non-self  
executing memberlakukan kewajiban pada negara-negara untuk 
mengambil tindakan dan untuk membuat atau mengubah undang-undang. 
Ini berarti bahwa hukum internasional yang non-self executing harus 
ditransformasikan ke dalam hukum nasional untuk berlaku. 
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Prioritas hukum internasional tetap menjadi kenyataan, sebuah 
negara tidak bisa meminta hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak 
menghormati kewajiban internasionalnya. Dalam hal aturan non-self 
executing, negara berkewajiban untuk mengubah hukum nasionalnya atau 
mengambil langkah-langkah tertentu. Ini melanggar hukum internasional 
jika tidak melakukannya. Negara harus memodifikasi hukum nasional atau 
mengambil langkah-langkah tertentu60. 
Adapun prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Konvensi 
UNESCO 1970 tersebut adalah kewajiban negara peserta untuk: 
1) Melawan impor, ekspor dan transfer benda budaya yang melawan 
hukum (pasal 2 konvensi 1970) 
2) Menerbitkan daftar nasional yang mencakup properti yang 
dilindungi dimana bila diekspor dapat mengakibatkan suatu 
bencana kepunahan warisan budaya nasional (pasal 5 paragraf b) 
3) Mengadakan sistem pengadaan sertifikat ekspor untuk tiap-tiap 
barang yang akan diekspor (pasal 6) 
4) Mengambil langkah-langkah penting untuk mencegah museum dan 
institusi semacamnya untuk mendapatkan properti budaya yang 
didapat dengan cara ekspor ilegal dari negara peserta lain, setelah 
konvensi ini berlaku mempunyai kekuatan hukum (pasal 7, paragraf 
A, kalimat pertama) 
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5) Melarang impor properti budaya yang dicuri dari museum atau 
tempat ibadah atau monumen publik atau institusi serupa dari 
negara peserta lain. Atau mengembalikan objek tersebut ke negara 
asal (pasal 7 paragraf b) 
6) Melakukan kerjasama antar negara peserta yang warisan budaya 
mereka mengalami masalah kerusakan arkeologi ataupun material 
etnologi (pasal 9) 
7) Mewajibkan para penyalur benda antik untuk membuat daftar asal 
setiap barang yang ia jual, sehingga para pembeli bisa mengetahui 
benda tersebut ilegal atau tidak (pasal 10, paragraf a) 
8) Mencegah cara apapun pindah kepemilikan suatu properti budaya 
yang dinilai sama dengan memajukan impor properti secara 
melawan hukum (pasal 13,paragraf a) 
9) Mengakui hak setiap negara peserta untuk mengumumkan 
kepemilikan nasional beberapa properti budaya tertentu, yang ipso 
facto61 tak bisa diekspor (pasal 13, paragraf d)62 
Menurut Marina Schneider, seperti dalam prinsip yang telah disebut 
di atas, disebut bahwa konvensi 1970 ini tidak mempunyai efek retroaktif 
atau berlaku surut, sehingga hanya berlaku pada saat setelah ratifikasi. 
Konsultan UNESCO pada divisi Warisan Budaya, Linda F. Pinkerton, 
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menerangkan mengenai penerapan Konvensi 1970 ini, “Bahwa setiap 
negara peserta harus mengimplementasikan konvensi ini secara 
individual, maksudnya pengimplementasian konvensi ini ke dalam sistem 
hukum negara tersebut”. Pinkerton mencontohkan Kanada sebagai salah 
satu contoh negara yang mengimplementasikan konvensi ini, dimana 
Kanada mengimplementasikan peraturan impor dan ekspor pada tahun 
1977. Kanada menggolongkan suatu impor benda budaya ke Kanada dari 
negara lain sebagai tindak kriminal apabila diketahui benda budaya 
tersebut termasuk ekspor yang ilegal dari negara anggota perjanjian 
internasional mengenai properti budaya seperti konvensi 1970 tersebut.  
Dalam hal ekspor, Kanada membuat suatu daftar kontrol ekspor 
yang dibagi dalam beberapa kelas. Objek ekspor harus setidaknya telah 
lima puluh tahun dan orang yang membuatnya sudah tidak hidup lagi. 
Kelas atau golongan lain dari daftar ekspor Kanada, eksporter harus 
menyertakan perizinan ekspor, dan perizinan ini bisa didapat apabila 
properti budaya tersebut tidak memiliki kedudukan yang luar biasa atau 
kepentingan nasional.  
Konvensi UNESCO 1970 ini berkomplementer dengan konvensi 
UNIDROIT 1995, sehingga UNESCO merekomendasikan negara-negara 
anggota untuk menjadi anggota dua instrumen tersebut. Konvensi 
UNIDROIT bukan kesepakatan yang berlaku surut. Ketentuan-
ketentuannya hanya berlaku untuk benda budaya dicuri setelah konvensi 
mulai berlaku. Kondisi ini dimaksudkan untuk fokus pada pencegahan lalu 
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lintas ilegal daripada permasalahan pihak-pihak terkait konsekuensi 
kolonisasi dan kompensasi perang . Namun, UNIDROIT dengan cara 
apapun tidak melegitimasi transaksi ilegal yang telah terjadi sebelum 
berlakunya konvensi ini dan tidak membatasi hak negara atau orang lain 
untuk membuat klaim berdasarkan solusi yang tersedia di luar kerangka 
konvensi63. Sementara itu, UNESCO membantu negara-negara anggota 
untuk menyusun susunan ketentuan hukum dalam perlindungan objek 
budaya yang bergerak. Juga mengadakan training atau pelatihan yang 
dilakukan secara regional oleh ICOM (International Council of Museums) 
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A. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik studi literatur (literature research), yang ditujukan 
untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang 
diperlukan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, 
media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti 
data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. 
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang 
relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai latar belakang terbentuknya 
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, masalah-masalah 
mengenai  perdagangan illegal benda-benda cagar budaya, dan 
peranannya dalam menangani perdagangan ilegal di tingkat Internasional. 
B.       Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih dua lokasi 
penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin. 
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C.       Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau 
pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, hasil 
penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini kemudian 
digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis eksistensi 
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
Export and Transfer of Ownership of Cultural Property dalam menangani 
perdagangan illegal benda-benda cagar budaya di tingkat Internasional.  
D. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
1) Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
2) Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan 
secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
E. Analisis Data 
Berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian 
membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan 
kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Benda Cagar Budaya 
A.1. Perjanjian Internasional 
Perjanjian Internasional pada hakekatnya merupakan sumber 
hukum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara 
atau subjek hukum internasional lainnya. Sampai tahun 1969, pembuatan 
perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. 
Berdasarkan draft-draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum 
Internasional, diselenggarakanlah suatu Konferensi Internasional di Wina 
dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April 
sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan 
tersebut.64  
Konferensi kemudian melahirkan Vienna Convention on the Law of 
Treaties yang ditandatangani tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai 
berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum 
internasional positif. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan 
perjanjian internasional (treaty) adalah suatu persetujuan yang dibuat 
antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, 
                                                             
      64 Entry Into force Diakses dari http://A.F.SANDI  BERLAKU - (ENTRY - INTO - 
FORCE) - DAN - MENGIKATNYA - (BOUND) - PERJANJIAN - INTERNASIONAL.htm 11 
November 2014 pukul 05.08 
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apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang 
berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.65 
Mulai berlakunya suatu perjanjian internasional diatur dalam Pasal 
24 ayat (1), (2), (3) dan (4) Konvensi Wina 1969. Akan tetapi, pengaturan 
ini tampaknya lebih bersifat sebagai ketentuan umum dan sebagai 
pedoman saja, karena dalam praktiknya ternyata negara-negara memiliki 
kebebasan penuh untuk menentukan sendiri tentang saat dan cara mulai 
berlakunya perjanjian.  
Berlaku (entry into force) dan mengikatnya (bound) Perjanjian 
Internasional berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 (1) Konvensi Wina 
1969, suatu perjanjian internasional mulai dapat diberlakukan bergantung 
pada dua hal, yaitu: 
1. Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri; atau 
2. Apa yang telah disetujui oleh negara peserta.66 
Pada umumnya, pemberlakuan suatu perjanjian dapat dilihat pada 
bagian klausula formal (klausula final) yang biasanya terletak dalam pasal-
pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (dispositive 
provision) perjanjian internasional tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah 
ketentuan yang menjelaskan pada salah satu pasalnya bahwa perjanjian 
ini berlaku segera setelah penandatanganan. Sehingga sejak 
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penandatanganan dilakukan oleh negara peserta, maka perjanjian yang 
ditandatangani secara otomatis berlaku bagi negara yang bersangkutan.67 
Adapun mengenai mengikatnya perjanjian, suatu perjanjian 
internasional baru mulai dapat mengikat bagi negara peserta perjanjian 
tersebut bergantung pula pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu 
sendiri. Jika perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya ratifikasi, 
maka negara peserta akan terikat secara hukum sejak penandatanganan 
perjanjian itu. Sebaliknya, jika perjanjian tersebut mensyaratkan ratifikasi, 
maka negara peserta baru akan terikat secara hukum sejak diratifikasinya 
perjanjian itu. 
Suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 
internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini 
tergantung dari kesepakatan apa yang telah dicapai para pihak yang 
biasanya tercantum dalam naskah perjanjian internasional tersebut. 
Hukum internasional mengenal beberapa cara untuk mengikatkan diri 
pada suatu perjanjian internasional yang salah satu diantaranya adalah 
ratifikasi. Cara lain dalam hukum internasional untuk mengikatkan diri 
(consent to be bound  by a treaty) diantaranya melalui penandatanganan 
(signatory), pernyataan turut serta (accesi) dan menerima suatu perjanjian 
internasional (acceptance). Suatu perjanjian internasional juga dapat 
berlaku tanpa menunggu adanya ratifikasi. Hal ini tergantung dari maksud 
dari para pihak atau negara-negara yang merundingkan. Biasanya 
                                                             




maksud ini dicantumkan dalam naskah perjanjian internasional tersebut. 
Dalam hal ini suatu instrumen perjanjian internasional yang telah 
ditandatangani dan disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam 
suatu perundingan, umumnya masih membutuhkan adanya penegasan 
kembali. Penegasan kembali ini dapat dilakukan melalui lembaga 
ratifikasi. Setelah dilakukan tindakan ratifikasi, naskah perjanjian 
internasional tersebut dapat dikirim kembali ke tempat penyimpanan 
(depository) naskah perjanjian sebagai bukti keterikatan suatu negara 
terhadap perjanjian internasional tersebut.  Karena itu penting bagi suatu 
negara untuk meratifikasi agar perjanjian internasional tersebut memiliki 
daya berlaku yang pasti. Namun hal yang perlu dicatat bahwa tidak 
seluruh perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi untuk dapat 
diberlakukan.68 
Untuk dapat menuntut suatu negara atas pelanggaran terhadap 
suatu perjanjian internasional ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu 
bahwa perjanjian yang dilanggar adalah sah telah berlaku dan perjanjian 
itu pula telah mengikat secara hukum bagi negara yang melanggar 
perjanjian tersebut.69 
Lahirnya suatu perjanjian didasarkan atas persetujuan bersama 
negara pihak, maka berakhirnya perjanjian tersebut juga didasarkan pada 
persetujuan bersama. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam 
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Konvensi Wina dalam Pasal 55 sampai 72. Dalam hukum nasional pun 
ada undang-undang yang mengatur mengenai berakhirnya suatu 
perjanjian internasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2000. Pengaturan mengenai faktor-faktor yang dapat membuat 
berakhirnya suatu perjanjian, prosedur pengakhiran perjanjian, dan akibat 
hukum dari berakhirnya perjanjian telah diatur dalam konvensi tersebut. 
Sehingga dalam prakteknya nanti jika terjadi pengakhiran suatu perjanjian 
internasional diharapkan sudah tidak menjadi kendala lagi.70  
Berbagai bentuk usaha untuk melindungi benda-benda cagar 
budaya telah dijelaskan pada bagian awal. Selanjutnya, akan dikaji dari 
segi Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) 
sebagai inti dari penulisan ini disertai dengan UNIDROIT Convention On 
Stolen or Illegaly Exported Cultural Objects 1995 sebagai konvensi 
komplementer serta HaKI yang juga turut andil dalam usaha melindungi 
benda-benda cagar budaya. 
 
A.1.a. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property (1970) 
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Berdasarkan berbagai potensi terjadinya kejahatan terhadap benda 
cagar budaya, maka globalisasi ekonomi di bidang pariwisata lintas 
negara yang memanfaatkan benda-benda cagar budaya untuk 
mendapatkan keuntungan komersial perlu mendapatkan perhatian khusus 
dan perlindungan dari segi hukum internasional. Hal ini disebabkan 
besarnya kemungkinan adanya peluang untuk terjadinya impor, ekspor 
dan alih kepemilikan benda-benda tersebut secara ilegal mengingat 
penikmat pariwisata bukan hanya oleh masyarakat domestik suatu 
negara, tetapi juga oleh turis-turis mancanegara. Contohnya lukisan, 
arsitektur dan bagian-bagiannya, patung dan ciptaan-ciptaan lainnya yang 
pada umumnya merupakan produk di luar jasa pariwisata tetapi 
berhubungan erat, menunjang bahkan sangat menentukan kekhasan 
atmosfir pariwisata suatu negara.  
Berbagai masalah tersebut kemudian ditangani UNESCO sebagai 
organisasi bentukan PBB melalui Convention on the Means of Prohibiting 
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property 1970 melarang adanya aktivitas impor, ekspor dan 
transfer illegal terhadap benda-benda cagar budaya. Adapun 
pengaturannya adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 2 
a) Negara-negara anggota konvensi ini mengakui bahwa impor, 
ekspor dan transfer kepemilikan properti budaya secara ilegal 
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merupakan salah satu penyebab utama pemiskinan warisan 
budaya negara asal harta tersebut dan bahwa kerjasama 
internasional merupakan salah satu cara yang paling efisien 
untuk melindungi kekayaan budaya masing-masing negara 
terhadap semua bahaya. 
b) Untuk tujuan ini, negara-negara anggota berjanji untuk 
menentang praktik-praktik tersebut dengan kemampuan yang 
mereka miliki, dan terutama dengan menghapus penyebabnya, 
menghentikan praktik saat ini, dan dengan membantu untuk 
membuat reparasi yang diperlukan. 
2. Pasal 3 
Impor, ekspor atau pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang 
bertentangan yang terpengaruh dengan ketentuan yang diadopsi 
berdasarkan konvensi ini oleh negara anggota, harus dinyatakan 
terlarang . 
3. Pasal 4 
Negara-negara anggota pada konvensi ini mengakui bahwa untuk 
tujuan properti konvensi yang termasuk kategori berikut merupakan 
bagian dari warisan budaya masing-masing negara: 
a) properti budaya yang diciptakan oleh kejeniusan individu atau 
kolektif warga negara yang bersangkutan, dan kekayaan 
budaya yang penting bagi negara yang bersangkutan diciptakan 
59 
dalam wilayah negara itu oleh warga negara asing atau tanpa 
kewarganegaraan orang penduduk di dalam wilayah tersebut 
b) benda budaya yang ditemukan dalam wilayah nasional 
c) benda budaya diakuisisi oleh arkeologi, etnologis atau misi dari 
ilmu alam, dengan persetujuan dari pihak yang berwenang dari 
negara asal benda tersebut; 
d) kekayaan budaya yang telah menjadi subyek dari pertukaran 
bebas disepakati 
e) kekayaan budaya yang diterima sebagai hadiah atau dibeli 
secara legal dengan persetujuan dari pihak yang berwenang 
dari negara asal benda tersebut.71 
Konvensi UNESCO 1970 ini merupakan salah satu instrumen 
hukum internasional yang telah diberlakukan sejak 24 April 1972, sesuai 
dengan pasal 21 yang mencantumkan bahwa konvensi ini mulai berlaku 
tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ketiga ratifikasi, 
penerimaan atau aksesi, tetapi hanya berkenaan dengan negara-negara 
yang telah menyimpan instrumen masing-masing pada atau sebelum 
tanggal tersebut. Ini akan berlaku juga dengan negara lain tiga bulan lain 
yakni setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesi.
72
 
Berlaku (entry into force) dan mengikatnya (bound) Perjanjian 
Internasional berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 (1) Konvensi Wina 
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1969, suatu perjanjian internasional mulai dapat diberlakukan bergantung 
pada dua hal, yaitu: 
3. Ketentuan perjanjian internasional itu sendiri; atau 
4. Apa yang telah disetujui oleh negara peserta.73 
Pada umumnya, pemberlakuan suatu perjanjian dapat dilihat pada 
bagian klausula formal (klausula final) yang biasanya terletak dalam pasal-
pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (dispositive 
provision) perjanjian internasional tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah 
ketentuan yang menjelaskan pada salah satu pasalnya bahwa perjanjian 
ini berlaku segera setelah penandatanganan. Sehingga sejak 
penandatanganan dilakukan oleh negara peserta, maka perjanjian yang 
ditandatangani secara otomatis berlaku bagi negara yang bersangkutan.74 
Adapun mengenai mengikatnya perjanjian, suatu perjanjian 
internasional baru mulai dapat mengikat bagi negara peserta perjanjian 
tersebut bergantung pula pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu 
sendiri. Jika perjanjian tersebut tidak mensyaratkan adanya ratifikasi, 
maka negara peserta akan terikat secara hukum sejak penandatanganan 
perjanjian itu. Sebaliknya, jika perjanjian tersebut mensyaratkan ratifikasi, 
maka negara peserta baru akan terikat secara hukum sejak diratifikasinya 
perjanjian itu. 
Untuk dapat menuntut suatu negara atas pelanggaran terhadap 
suatu perjanjian internasional ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu 
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bahwa perjanjian yang dilanggar adalah sah telah berlaku dan perjanjian 
itu pula telah mengikat secara hukum bagi negara yang melanggar 
perjanjian tersebut.75 
Berbagai upaya untuk melindungi benda-benda cagar budaya telah 
berusaha dilakukan demi menjaga pusaka budaya tersebut dari berbagai 
macam bentuk kejahatan. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap 
benda-benda cagar budaya yang tercantum dalam Convention on the 
Means of Prohibiting and  Preventing the Illicit Import, Export and Transfer 
of Ownership of Cultural Property 1970 antara lain sebagai berikut: 
1. Pasal 5 
Untuk menjamin perlindungan benda budaya mereka terhadap 
impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan secara ilegal, negara-
negara anggota pada konvensi ini melakukan usaha yang sesuai 
di masing-masing negara, untuk mengatur dalam wilayahnya satu 
atau lebih jasa nasional untuk perlindungan warisan budaya, 
dengan staf dengan jumlah yang cukup dan berkualitas agar 
efektif melaksanakan fungsi-fungsi berikut : 
a) memberikan kontribusi bagi pembentukan rancangan undang-
undang dan peraturan yang dirancang untuk mengamankan 
perlindungan warisan budaya dan khususnya pencegahan 
impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan ilegal kekayaan 
budaya yang penting 
                                                             




b) membangun dan menjaga pembaharuan informasi, atas dasar 
persediaan nasional untuk properti yang dilindungi, daftar 
kekayaan budaya publik dan swasta penting yang jika 
diekspor akan menjadi suatu pemiskinan warisan budaya 
nasional 
c) mempromosikan pembangunan atau pendirian lembaga ilmiah 
dan teknis yang diperlukan untuk memastikan pelestarian dan 
penyajian kekayaan budaya (museum, perpustakaan, arsip, 
laboratorium) 
d) mengatur pengawasan penggalian arkeologi, memastikan 
pelestarian benda budaya tertentu, dan melindungi daerah-
daerah tertentu yang disediakan untuk penelitian arkeologi 
masa depan 
e) menetapkan, untuk kepentingan orang-orang yang 
bersangkutan (kurator, kolektor, pedagang barang antik) 
aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan 
dalam konvensi ini dan mengambil langkah-langkah untuk 
memastikan ketaatan terhadap aturan-aturan tersebut 
f) mengambil tindakan pendidikan untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan rasa hormat terhadap warisan budaya 
semua negara, dan menyebarkan pengetahuan tentang 
ketentuan-ketentuan konvensi ini 
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g) melihat bahwa publisitas yang tepat diberikan kepada 
hilangnya item dari kekayaan budaya . 
2. Pasal 6 
Negara-negara Pihak Konvensi ini berusaha: 
a) Untuk memperkenalkan sertifikat yang sesuai di mana negara 
pengekspor akan menentukan bahwa ekspor kekayaan 
budaya yang bersangkutan oleh pihak yang behak. Sertifikat 
harus ada pada semua item dari kekayaan budaya diekspor 
sesuai dengan peraturan 
b) untuk melarang ekspor kekayaan budaya dari wilayah mereka 
jika tidak disertai dengan sertifikat ekspor yang disebutkan di 
atas 
c) untuk mempublikasikan larangan ini dengan cara yang tepat , 
khususnya di kalangan orang-orang cenderung untuk 
mengekspor atau mengimpor benda budaya. 
3. Pasal 7 
Negara-negara Pihak Konvensi ini berusaha: 
a) Untuk mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan nasional, untuk mencegah 
museum dan lembaga-lembaga serupa dalam wilayah mereka 
dari memperoleh kekayaan budaya yang berasal dari negara 
pihak lain yang telah diekspor secara ilegal setelah berlakunya 
konvensi ini. Bila memungkinkan, untuk menginformasikan 
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kepada negara asal yang merupakan negara anggota 
konvensi ini tawaran kekayaan budaya ilegal dihapus dari 
negara tersebut setelah berlakunya konvensi ini di kedua 
negara 
b) (i) untuk melarang impor kekayaan budaya dicuri dari museum 
atau monumen publik agama atau sekuler atau lembaga 
sejenis di negara anggota lain pada konvensi ini setelah 
berlakunya konvensi ini untuk negara yang bersangkutan , 
asalkan seperti properti didokumentasikan sebagai yang 
mendekati persediaan lembaga tersebut; 
(ii)atas permintaan negara anggota asal, untuk mengambil 
langkah yang tepat untuk memulihkan dan mengembalikan 
setiap kekayaan budaya tersebut yang diimpor setelah 
berlakunya konvensi ini antara kedua negara  
bersangkutan, bahwa negara harus membayar kompensasi 
kepada pembeli yang tidak bersalah atau orang yang 
memiliki hak yang valid untuk properti itu. Permintaan untuk 
pemulihan dan pengembalian akan dilakukan melalui 
kantor-kantor diplomatik. Pihak yang mengajukan 
pengembalian harus memberikan dokumentasi dan bukti 
lain yang diperlukan untuk membangun klaim untuk 
pemulihan dan pengembalian dengan biaya sendiri. Para 
pihak akan memberlakukan bea masuk atau biaya lain atas 
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kekayaan budaya yang dikembalikan berdasarkan pasal ini. 
Semua biaya jika terjadi insiden pengembalian dan 
pengiriman kekayaan budaya akan ditanggung oleh pihak 
yang mengajukan pengembalian. 
4. Pasal 8 
Negara-negara anggota konvensi ini berusaha untuk memberikan 
hukuman atau sanksi administratif pada setiap orang yang 
bertanggung jawab melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ( b ) dan 7 ( b ) di atas . 
5. Pasal 9 
Negara anggota konvensi ini yang warisan budayanya berada 
dalam bahaya dari penjarahan bahan arkeologi atau etnologis 
dapat meminta bantuan negara anggota lain. Negara-negara 
anggota konvensi ini berpartisipasi dalam upaya terpadu 
internasional untuk menentukan dan melaksanakan langkah-
langkah konkrit yang diperlukan, termasuk kontrol ekspor dan 
impor dan perdagangan internasional. Sambil menunggu 
kesepakatan, negara yang bersangkutan harus mengambil 
langkah-langkah sementara yang layak untuk mencegah cedera 
irremediable untuk warisan budaya. 
6. Pasal 10 
Negara-negara anggota konvensi ini berusaha: 
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a) Untuk membatasi terjadinya impor, ekspor dan alih 
kepemilikan benda cagar budaya melalui pendidikan, 
informasi dan kewaspadaan, pemanfaatan kekayaan budaya 
secara ilegal dihapus dari negara anggota konvensi ini dan 
mewajibkan dealer antic untuk mendaftar asal setiap item 
benda budaya, nama dan alamat pemasok, deskripsi dan 
harga setiap item yang dijual dan untuk menginformasikan 
kepada pembeli properti budaya adanya larangan ekspor 
kekayaan tersebut  
b) berusaha dengan cara pendidikan untuk menciptakan dan 
mengembangkan dalam pikiran publik mengenai realisasi nilai 
budaya dan ancaman terhadap warisan budaya yang 
ditimbulkan oleh pencurian , penggalian klandestin dan ekspor 
ilegal. 
7. Pasal 11 
Ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya karena 
paksaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari 
pendudukan negara oleh kekuatan asing akan dianggap sebagai 
pelanggar hukum. 
8. Pasal 12 
Negara-negara anggota konvensi ini harus menghormati warisan 
budaya dalam wilayah terjadinya suatu hubungan internasional 
yang merupakan tanggung jawab mereka, dan harus mengambil 
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semua langkah yang tepat untuk melarang dan mencegah impor 
ilegal, ekspor dan transfer kepemilikan properti budaya di wilayah 
tersebut . 
9. Pasal 13 
Negara-negara anggota konvensi ini juga melakukan hal di 
bawah ini, sesuai dengan undang-undang masing-masing 
negara: 
a) untuk mencegah semua transfer kepemilikan kekayaan 
budaya yang cenderung bermakud untuk mempromosikan 
impor atau ekspor illegal kekayaan tersebut 
b) untuk memastikan bahwa layanan mereka berkompeten untuk 
bekerja sama dalam memfasilitasi kemungkinan restitusi awal 
kekayaan budaya sah diekspor ke pemiliknya yang sah 
c) mengakui tindakan untuk pemulihan terhadap kekayaan 
budaya yang hilang atau dicuri yang dibawa oleh atau atas 
nama pemilik yang sah 
d) untuk mengakui indefeasible hak setiap negara anggota pada 
konvensi ini untuk mengklasifikasikan dan menyatakan 
kekayaan budaya tertentu sebagai hal yang mutlak yang 
harus karena itu ipso facto tidak diekspor, dan untuk 
memfasilitasi pemulihan properti oleh negara yang 
bersangkutan dalam kasus kekayaan budaya tersebut telah 
diekspor . 
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10. Pasal 14 
Untuk mencegah ekspor ilegal dan untuk memenuhi kewajiban 
yang timbul dari pelaksanaan konvensi ini, setiap negara anggota 
konvensi wajib, selama ia mampu, menyediakan layanan 
nasional yang bertanggung jawab untuk perlindungan warisan 
budaya dengan anggaran yang memadai dan jika perlu, harus 
menyiapkan dana untuk tujuan ini. 
11. Pasal 15 
Tidak ada ketentuan dalam konvensi ini akan mencegah negara 
anggota untuk membuat perjanjian khusus di antara mereka 
sendiri. 
12. Pasal 16 
Negara-negara anggota konvensi ini wajib melaporkan secara 
periodik ke UNESCO, memberikan informasi tentang ketentuan 
legislatif dan administratif yang mereka telah adopsi dan tindakan 
lain yang mereka telah ambil untuk penerapan konvensi ini, 
bersama dengan rincian dari pengalaman yang diperoleh di 
bidang ini. 
13. Pasal 17 
Negara-negara Pihak Konvensi ini dapat memanggil bantuan 
teknis dari UNESCO, khususnya sehubungan dengan: 
a) Informasi dan pendidikan 
b) saran konsultasi dan ahli 
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c) koordinasi dan kantor yang baik76 
UNESCO pada perilaku inisiatif penelitian sendiri dan 
mempublikasikan studi tentang hal-hal yang relevan dengan gerakan 
terlarang properti budaya. UNESCO mungkin, atas inisiatif sendiri, 
membuat proposal untuk negara-negara anggota pada Konvensi ini untuk 
pelaksanaannya. Atas permintaan setidaknya dua negara anggota 
konvensi ini yang terlibat dalam sengketa pelaksanaannya, UNESCO 
dapat membantu untuk mencapai penyelesaian di antara mereka. 
 
A.1.b. UNIDROIT Convention On Stolen or Illegaly Exported 
Cultural Objects 1995 
Pada 7-24 Juni 1995, diadakan sebuah konferensi diplomatik di 
Roma atas undangan Pemerintah Republik Italia dalam rangka 
membahas mengenai proteksi terhadap warisan budaya yang dicuri atau 
diekspor secara ilegal. Konferensi ini dilatarbelakangi keprihatinan akan 
adanya perdagangan gelap benda-benda budaya dan kerusakan yang 
disebabkan terhadap kondisi benda tersebut. Hal ini dapat menyebabkan 
hilangnya objek yang tidak dapat digantikan untuk kepentingan di bidang 
arkeologi, sejarah dan informasi ilmiah. 
Keberadaan konvensi ini bertujuan untuk dapat berkontribusi 
secara efektif demi memerangi perdagangan gelap benda-benda cagar 
budaya. Langkah yang dilakukan yaitu untuk membentuk aturan hukum, 
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yang dapat menjamin restitusi dan kembalinya benda-benda cagar 
budaya ke negara asalnya khususnya negara yang merupakan negara 
pihak dari konvensi ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelestarian 
dan perlindungan warisan budaya untuk kepentingan semua kalangan. 
Konvensi ini sejalan dengan aturan yang ada di dalam Konvensi 
UNESCO 1970 yaitu untuk memfasilitasi pemulihan dan kembalinya 
benda-benda cagar budaya ke negara asalnya masing-masing namun 
tidak mengharuskan negara untuk mengadopsi solusi tentang kompensasi 
dan penyediaan fasilitas apapun. Meskipun baru terbentuk pada tahun 
1995, namun konvensi ini tidak membenarkan segala tindakan pencurian 
dan ekspor ilegal yang terjadi sebelum terbentuknya konvensi ini. 
 
A.2. HKI 
Pusaka budaya dewasa ini telah mendapat perhatian yang luas. 
Tumbuhnya kesadaran tentang perlunya penyelamatan benda budaya 
yang merupakan bukti sejarah masa lalu, dan di sisi lain, adanya peluang 
ekonomi pariwisata yang memanfaatkan benda budaya tersebut, 
melahirkan berbagai upaya pelestarian, pengembangan, dan 
pemanfaatan untuk kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat. Jika 
benda-benda tersebut dikelola secara baik dan profesional, sebagai 
bagian dari suatu kebudayaan, pusaka budaya bisa menjadi alat 
pemberdayaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah selaku 
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pemegang kebijakan politik, pengusaha dalam bidang ekonomi, dan 
masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.77 
Banyak negara di dunia yang mengembangkan sektor pariwisata 
sebagai sumber pendapatan menjadikan aspek budaya negerinya sebagai 
salah satu andalan daya tarik wisata. Keinginan untuk memanfaatkan 
pusaka budaya sebagai daya tarik wisata mulai muncul tahun 1963 ketika 
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) 
mengadakan konferensi tentang ”International Travel and Tourism” di 
Roma. Dalam laporan Konferensi Roma itu UNESCO menyajikan laporan 
bertajuk The Cultural Factors in Tourism (Aspek-aspek Budaya dalam 
Pariwisata), yang isinya selain menekankan pentingnya pariwisata untuk 
mempromosikan perdamaian, persahabatan antarnegara, laporan itu juga 
menegaskan pentingnya negara-negara untuk melestarikan (preserve) 
dan mempromosikan (promote) pusaka budaya dalam pembangunan 
ekonominya.78 
Pariwisata budaya menawarkan potret budaya masa lalu pada 
masa kini di mana bentuk baru reproduksi budaya masa lalu berkorelasi 
dengan pola konsumsi wisatawan, yaitu terlihat secara langsung dan total 
dengan budaya setempat. Perpaduan antara lokal dan global dapat dilihat 
sebagai manifestasi posmodernisme. Dalam masyarakat posmodern, 
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pariwisata sering dikonsep-tualisasikan sebagai sebuah rangkaian 
kompleks tentang kegiatan yang berhubungan dengan produksi. 
Posmodernisme ditandai oleh perkembangan teknologi, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi yang menjadikan bagian-bagian dunia 
sangat dekat, sehingga banyak orang dapat melakukan perjalanan wisata 
sesuai keinginan dan kecenderungan global.79  
Pariwisata budaya tentunya tidak bisa lepas dari keberadaan 
benda-benda cagar budaya sebagai objek wisata yang memuat nilai 
intelektual manusia sehingga dapat dikategorikan dalam Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI). Terlebih di dalam pasal 4 Konvensi UNESCO 1970 
disebutkan bahwa benda cagar budaya ada yang merupakan hasil ciptaan 
dari kejeniusan manusia. HKI merupakan bagian hukum harta benda 
(hukum kekayaan). HKI bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak 
atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, 
kendaraan dan property lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. 
Menurut David I. Brainbridge, (Intellectual Property) HKI adalah hak 
atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang 
berasal dari hasil kreatif atau kemampuan daya pikir manusia yang 
diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta 
berguna untuk menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai 
ekonomi.80 
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Dalam konsep ilmu hukum, HKI dianggap ada, dan mendapat 
perlindungan hukum jika ide (idea)  dan kemampuan intelektual manusia 
tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya 
atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara 
praktis (Expression Works). Wujud nyata dari kemampuan intelektual 
manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu 
pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain.81 
Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia 
sangat penting artinya, karena masyarakat barat serta masyarakat industri 
maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat 
concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya dan 
penemuan tersebut merupakan hasil dari proses yang sangat panjang, 
demikian pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya 
(Research and Development). Produk HKI merupakan karya dan produk 
yang lahir dari cipta, karsa dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual 
yang tinggi dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Produk dan 
proses demikian mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, pada 
hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, 
menciptakan, maupun mendesain. Oleh karena itu, sudah selayaknya 
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kepada para penemu dan pencipta diberikan perlindungan hukum dalam 
bentuk hak-hak eksklusif (Exclusive Rights).82 
Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari 
kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai 
ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya 
dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati 
manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada 
orang lain untuk menggunakannya.83 
HKI sesuai dengan sistem masyarakat barat merupakan kekayaan 
perorangan/individu (personal rights) yang tidak bias diintervensi atau 
digugat oleh siapa pun, dan dianggap sebagai pelanggaran (infringe-
ment) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang HKI. HKI 
juga meliput kekayaan tidak berwujud atau intangible assets yang dapat 
dialihkan (termasuk pula dalam traksaksi jual-beli), dilisensikan, 
dihibahkan, bahkan diwasiatkan kepada pihak yang dianggap berhak 
menerimanya.84 
Urgensinya perlindungan HKI, selain karena faktor-faktor seperti 
tersebut di atas adalah juga karena pembajakan (unfair trade practice) 
sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak itu dapat menimbulkan 
kerugian terhadap pencipta. Perlindungan Hukum terhadap HKI secara 
internasional dituangkan dalam bentuk Convention and Agreement, salah 
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satunya adalah The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual 
Property Rights (TRIPs) yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Tujuan umum 
perjanjian TRIPs adalah: 
1. Mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam 
perdagangan internasional 
2. Promosi lebih efektif tentang perlindungan HaKI 
3. Mempromosikan/mendorong inovasi teknologi. 
4. Menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen 
dan pemakai.85 
Menurut TRIPs Agreement, HKI yang dilindungi meliputi: 
1. Hak Cipta (Copyrights) 
2. Paten (Patent) 
3. Merek (Trademarks) 
4. Desain Industri (Industrial Desain) 
5. Indikasi Geografis (Geographical Indications) 
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay-Out Designs (topographies) 
of Integrated Circuit) 
7. Informasi yang Dirahasiakan (Undisclosed Information).
86
 
Selain dikenal hak ekonomi, juga dikenal hak moral (moral rights) 
dalam hukum hak cipta. Moral rights tidak pernah lepas dari pencipta 
sekali pun kepemilikan secara fisik dari hak cipta sudah berpindah 
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misalnya melalui proses pembelian. Pemilikan atas hak cipta dapat 
dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisah 
dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus serta kekal yang 
dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya.87  
Pengalihan hak cipta tanpa izin dari pencipta seperti impor, ekspor 
dan pengalihan kepemilikan secara ilegal dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan melanggar hak cipta. Demikian juga halnya jika hal tersebut 
terjadi kepada benda-benda cagar budaya yang bukan hanya merupakan 
kekayaan intelektual individu namun juga telah mencakup kekayaan 
nasional suatu negara diperdagangkan secara ilegal juga dapat 
dikelompokkan sebagai pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. 
 
B. Peran Serta Organisasi Internasional Terhadap Perlindungan 
Benda-Benda Cagar Budaya 
Masyarakat dunia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai 
negara yang memiliki keragaman suku, agama, serta ras yang tentunya 
memiliki kepentingan yang tidak sama satu dengan lainnya. Untuk itu 
dibutuhkan wadah untuk membantu mempermudah mengontrol dan 
meminimalkan adanya pihak yang dirugikan, sehingga muncul inisiatif 
untuk membentuk oraganisasi internasional, salah satunya adalah PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau United Nations (UN).  
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PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya 
hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi 
dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan 
ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian 
dunia. Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi 
untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Dan berikut tugas -tugas dari lembaga 
khusus tersebut. 
1. UNICEF (United Nations Children's Fund) merupakan organisasi 
ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan mempromosikan 
kesejahteraan anak di seluruh dunia, membuat langkah dalam 
mencegah penyakit, meningkatkan sanitasi dan pendidikan 
mengenai praktik kesehatan dan kebersihan serta bekerja untuk 
mempromosikan kesetaraan gender di negara-negara dimana 
perempuan tertindas dan didiskriminasi. 
2. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 
1945. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan 
keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara 
melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka 
meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada 
keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 
dari konstitusi UNESCO). 
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3. IMF (International Monetary Fund) merupakan organisasi 
internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem 
finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara 
anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan 
neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya 
adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan 
ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut 
diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, 
misalnya privatisasi badan usaha milik negara. 
4. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) diberi 
mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah 
internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan 
permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya 
adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini 
memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh 
perlindungan. 
5. WHO (World Health Organization) merupakan organisasi yang 
tujuan didirikannya adalah agar semua orang mencapai tingkat 
kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO 
yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah 
menyebar luas. WHO juga melaksanakan berbagai kampanye yang 
berhubungan dengan kesehatan, contohnya kampanye untuk 
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meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran di 
seluruh dunia dan berusaha mengurangi penggunaan tembakau 
6. FAO (Food and Agriculture Organization) yakni organisasi yang 
bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, 
meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran 
produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan 
di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. 
7. ILO (International Labour Organisation) yaitu sebuah wadah yang 
menampung isu buruh internasional di bawah PBB 
8. WORLD BANK yang didirikan untuk melawan kemiskinan dengan 
cara membantu membiayai negara-negara. Pengoperasian Bank 
Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-
negara anggota. 
9. IFC (International Finance Corporation) yang bertugas membantu 
perusahaan-perusahaan swasta (berupa pinjaman dan 
menyalurkan investasi ke luar negeri ke negara-negara 
berkembang) di negara-negara anggota PBB atas jaminan 
pemerintahnya masing-masing. 
10. WTO (World Trade Organization) yang memiliki tugas 
menyelesaikan sengketa dagang antara negara anggota. 
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11. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
Memajukan ekonomi dan perdagangan internasional.88 
Jika dilihat dari tugas dan tujuan masing-masing organisasi tersebut 
didirikan maka organisasi yang menangani impor, ekspor dan alih 
kepemilikan secara ilegal terhadap benda-benda cagar budaya adalah 
UNESCO. Dalam praktiknya kemudian UNESCO bekerja sama dengan 
INTERPOL sebagai organisasi polisi terbesar di dunia untuk 
menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan adanya kejahatan 
terhadap warisan budaya tersebut. 
 
B.1. UNESCO 
UNESCO bekerja untuk menciptakan kondisi untuk dialog antar 
peradaban, budaya dan masyarakat, berdasarkan rasa hormat terhadap 
nilai-nilai umum bersama. Melalui dialog ini bahwa dunia dapat mencapai 
visi global memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mencakup 
hak asasi manusia, saling menghormati dan pengentasan kemiskinan, 
yang semuanya berada di jantung dari misi UNESCO'S dan kegiatan.  
Tujuan yang luas dan tujuan konkret masyarakat internasional - 
sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan yang disepakati 
secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) - 
mendukung semua strategi UNESCO dan kegiatan. Dengan demikian 
kompetensi unik UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, 
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budaya dan komunikasi dan informasi memberikan kontribusi menuju 
terwujudnya tujuan tersebut.  
Misi UNESCO adalah untuk memberikan kontribusi pada 
pembangunan perdamaian, pemberantasan kemiskinan, pembangunan 
berkelanjutan dan dialog antar budaya melalui pendidikan, ilmu 
pengetahuan, budaya, komunikasi dan informasi.  
 
B.2. INTERPOL 
The International Criminal Police Organization (Interpol) didirikan 
pada tahun 1923 dan kini bermarkas di Lyon, Perancis. Interpol 
merupakan organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia di mana 
sebagian besar negara-negara telah menjadi anggotanya. Indonesia 
adalah salah satu negara anggota ICPO-Interpol yang saat ini 
beranggotakan 186 negara. Organisasi ini memungkinkan penegak 
hukum dari berbagai negara untuk bekerja sama. Interpol juga 
menyediakan bantuan teknis dan informasi terpusat untuk membantu 
kemudahan menyingkap berbagai jenis kejahatan.89 
Interpol didirikan untuk melaksanakan berbagai macam fungsinya. 
Organisasi ini memiliki empat fungsi utama, antara lain: 
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1. menyediakan layanan komunikasi polisi global. Komunikasi global 
memungkinkan kepolisian dari negara-negara anggota untuk 
meminta dan mengirimkan informasi. Hal ini akan membuat otoritas 
kepolisian memiliki cara efisien untuk berbagi dan mengakses 
informasi.  
2. memelihara dan memperbarui database yang dapat diakses dan 
digunakan oleh otoritas kepolisian internasional. Database ini berisi 
berbagai informasi termasuk daftar individu yang dicari, daftar 
dokumen yang dicuri, dan tren pemalsuan.  
3. memberikan dukungan dalam situasi darurat atau berkaitan dengan 
kejahatan yang diidentifikasi sebagai prioritas. Sebagai contoh, 
pada tahun 2009, Interpol terlibat membantu mengatur dan 
melaksanakan sebuah operasi untuk membantu anak-anak yang 
terlibat dalam kerja paksa di perkebunan kakao di Afrika Barat.  
4. membantu negara-negara anggota membangun dan memperbaiki 
kemampuan kepolisian mereka. Program pelatihan sering 
ditawarkan untuk memperkuat atau mendidik lembaga penegak 
hukum atas isu-isu tertentu. Pada tahun 2009, sesi pelatihan yang 
ditawarkan terutama berkaitan dengan topik-topik seperti 
perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, dan bioterorisme.90 
INTERPOL dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh 
Majelis Umum dan menjabat selama empat tahun. Majelis Umum adalah 
                                                             




badan Interpol yang terdiri dari delegasi negara-negara anggota. Posisi 
presiden Interpol telah dijabat oleh orang-orang dari seluruh dunia, 
termasuk Afrika Selatan, Kanada, dan Filipina. Organisasi ini diatur oleh 
konstitusi yang menguraikan tujuan Interpol dan menentukan batas-
batasnya. Salah satu batasan tersebut antara lain melarang Interpol 
terlibat dalam kegiatan politik, militer, agama, dan ras.91 
Berdasarkan fungsinya ini kemudian INTERPOL merupakan 
organisasi yang tepat untuk membantu efektifnya perlindungan terhadap 
benda-benda cagar budaya sesuai dengan yang telah diatur di dalam 
Konvensi Unesco 1970. INTERPOL menunjukkan adanya daftar benda 
budaya yang dilaporkan hilang dan diminta untuk ditemukan oleh 
INTERPOL sebagai pelacaknya. Perannya dalam hal komunikasi global 
memungkinkan INTERPOL untuk mendapatkan informasi dengan cepat 
jika terjadi, impor, ekspor atau transfer illegal benda-benda cagar budaya. 
Dengan demikian INTERPOL dapat mengawasi dan mengontrol jalannya 
traksaksi ilegal benda-benda cagar budaya lintas negara dengan lebih 
efisien dan efektif. 
Selain itu, INTERPOL juga wajib melakukan registrasi dan 
memperbaharui daftar kasus yang mereka tangani seperti daftar buronan, 
benda-benda yang dicuri, dan transaksi ilegal lainnya sehingga lewat jasa 
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INTERPOL negara-negara dapat dengan mudah mengidentifikasi dan 
mencari jika terjadi pencurian benda-benda cagar budaya milik mereka. 
 
C. Posisi Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Benda-Benda 
Cagar Budaya 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan benda-benda cagar 
budaya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan hukum yang digunakan 
dalam rangka melindungi benda-benda tersebut. Menurut UU No.11 tahun 
2010, pasal 1 ayat 1, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat 
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya 
di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No.11 tahun 2010, 
pasal 1 ayat 1).92 
Untuk mencegah adanya pencurian benda-benda cagar budaya, 
pemerintah kemudian membuat peraturan mengatur mengenai hal-hal 
yang harus diperhatikan jika ingin membawa benda tersebut. Benda-
benda cagar budaya diperbolehkan untuk dibawa jika sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, antara lain: 
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1. Dalam UU RI Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 
15 ayat 2a bahwa,”Tanpa izin Pemerintah setiap orang dilarang 
membawa BCB ke luar wilayah RI”. 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10/1993 tentang 
Pelaksanaan UU RI No. 5/1992 tentang BCB Pasal 30 ayat 1 dan 
ayat 2: 
“Setiap orang hanya dapat membawa BCB ke luar wilayah RI atas 
dasar izin yang diberikan oleh Menteri” 
Izin sebagaimana dimaksud di atas hanya diberikan untuk 
kepentingan: 
a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
sosial/budaya 
c) pemanfaatan lain yang diatur oleh Menteri.93 
WNI dan WNA yang hendak membawa benda budaya yang 
tergolong dalam Benda Cagar Budaya (BCB), harus mengikuti tata cara 
membawa benda cagar budaya ke luar negeri yaitu prosedur perizinan 
membawa benda berharga ke luar wilayah Indonesia melalui Direktorat 
Peninggalan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 
Adapun prosedur yang dimaksud adalah: 
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1. Pemilik/pengirim hendaknya menyiapkan dokumen dan BCB yang 
akan dibawa/dikirim ke luar wilayah RI. 
2. Pemilik/pengirim menghubungi Kantor Direktorat Peninggalan 
Purbakala atau Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 
(BP3) di seluruh Indonesia untuk mendapatkan formulir perizinan. 
3. Pemeriksaan fisik BCB oleh petugas dilakukan di kantor atau di 
lokasi/tempat benda tersebut berada. 
4. Atas rekomendasi Kantor BP3 (untuk yang di daerah) surat izin 
dikeluarkan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala. 
5. Di bandar udara atau pelabuhan laut, BCB akan diperiksa oleh 
petugas Bea dan Cukai. Atas dasar pemeriksaan tersebut, 
pemilik/pengirim harus menunjukkan dokumen perizinan yang telah 
diterbitkan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala. 
6. Setelah pemeriksaan selesai, BCB dapat dibawa/dikirim ke luar 
wilayah RI sesuai dengan negara tujuan. 
Selain prosedur di atas, terdapat beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi jika ingin membawa BCB ke luar negeri, yaitu:94 
a) Persyaratan Administrasi 
1. Mengisi surat permohonan. 
2. Mengisi surat pernyataan, dibubuhi materai disertai fotokopi 
kwitansi pembelian atau bukti lain yang sah. 
                                                             
      94 Ibid 
87 
3. Menyerahkan fotokopi KTP sebanyak satu lembar. 
4. Menyerahkan fotokopi paspor (untuk WNA). 
5. Menyerahkan foto berwarna untuk setiap benda dengan ukuran 
kartu pos (3R) sebanyak tiga lembar di mana setiap foto benda 
disertai skala meter. 
b) Teknis: 
Membawa benda ke kantor yang telah ditunjuk untuk diperiksa/diteliti 
oleh petugas atau petugas dapat diminta untuk memeriksa di lokasi 
benda tersebut berada/disimpan. 
c) Biaya 
Dibebankan kepada pemohon, termasuk uang transportasi petugas 
apabila harus memeriksa di tempat sesuai permintaan pemohon. 
d) Sanksi 
Pasal 26 UU RI No. 5/1992 menjelaskan, “Barang siapa dengan 
sengaja merusak BCB dan situs serta lingkungannya atau membawa, 
memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, 
memugar, atau memisahkan BCB tanpa izin dari Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 dipidana 
dengan penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp 100 juta”.95 
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Indonesia telah memiliki peraturan nasional yang mengatur tentang 
BCB. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih kurang tegas sehingga 
pencurian BCB masih sering terjadi. Bukan hanya di dalam negeri tetapi 
juga banyak yang telah dibawa luar negeri. Sebagai contoh, kasus 
hilangnya empat artefak emas dari Museum Nasional atau Museum 
Gajah, yang dilaporkan ke polisi pada 12 September 2013 lalu. Kini 
terdengar isu bahwa keempat artefak itu sudah berada di luar negeri dan 
tersebar di beberapa tempat. Polisi Indonesia bersama INTERPOL akan 
mengecek kebenaran sejumlah informasi yang mengatakan keberadaan 
keempat artefak emas yang hilang itu ada di luar negeri terutama di 
Thailand. Kepolisian Indonesia mengatakan bahwa mereka bekerjasama 
dengan INTERPOL, pihak imigrasi dan bandara-bandara untuk mencegah 
artefak tersebut ke luar dari wilayah Indonesia.96 
Oleh karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi UNESCO 
1970 untuk memaksimalkan perlindungan benda-benda cagar budaya 
Indonesia serta mencegah terjadinya impor, ekspor dan alih kepemilikan 












Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun 
kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu: 
1. Impor, ekspor dan alih kepemilikan benda-benda cagar budaya 
dunia banyak terjadi dikarenakan nilai ekonomi dan seni yang tinggi 
terkandung di dalamnya. Tidak semua masyarakat internasional 
memiliki kesadaran untuk menjaganya sehingga diperlukan 
instrumen hukum yang tegas untuk menjamin terpeliharanya 
benda-benda warisan budaya tersebut. 
2. Penerapan Convention on the Means of Prohibiting and  Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property 1970 belum berjalan efektif dikarenakan konvensi ini tidak 
dapat berdiri sendiri sebab tidak memuat sanksi tegas terhadap 
pelaku sehingga harus berkomplementer dengan UNIDROIT 1995 
dibantu dengan INTERPOL. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Aturan hukum mengenai perlindungan benda-benda cagar budaya 
hendaknya perlu dimaksimalkan. Para pelaku perdagangan benda-
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benda cagar budaya seharusnya diberikan hukuman yang sesuai 
dan perlunya sikap tegas dari pemerintah terhadap pelaku 
perdagangan benda-benda cagar budaya agar memberikan efek 
jera bagi pelakunya. Pemahaman mengenai Convention on the 
Means of Prohibiting and  Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property 1970 dan 
pemanfaatannya hendaknya perlu dimaksimalkan, agar masyarakat 
lebih menyadari dan memahaminya dalam usaha perlindungan 
benda-benda cagar budaya dunia. 
2. Negara-negara di dunia hendaknya memiliki kesadaran menyeluruh 
untuk menjaga benda-benda cagar budayanya dengan meratifikasi 
Convention on the Means of Prohibiting and  Preventing the Illicit 
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970 
dan juga UNIDROIT 1995 agar usaha dan kerjasama dalam 










Arifin, Sjamsul. 2007. Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang 
dan  Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: PT.Elex Media 
Komputindo. 
Adolf, Huala. 2007. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: 
Refika Aditama 
Basyaib, Hamid. 2006. Membela Kebebasan: Percakapan Tentang 
 Demokrasi Liberal. Jakarta: Pustaka Alvabet. 
Davidson, Daniel. 2002. Culture. San Fransisco: Krupskaya. 
Dirdjosisworo, Soedjono. 2006. Pengantar Hukum Dagang Internasional, 
Bandung: Refika Aditama. 
Djumhana, Muhammad. 1993. Hak Milik Intelektual ( Sejarah Teori dan 
Prakteknya di Indonesia). Bandung: Citra Adya Bhakti. 
Fitzgerlad, Anne. 1999. Intellectual Property. Sydney: LBC Information 
Service NSW 
Gordon, Stewart. 2008. When Asia was The World. Jakarta: Ufuk 
Publishing House. 
Hamzah, Guntur. 2004. Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian 
Warisan Budaya, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa. 
Iskandar, Pranoto. 2012. Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar 
Kontekstual.--------: Intitute for Migrant. 
Kanisius. 2005. Kebudayaan,Perdagangan dan Globalisasi. Yokyakarta: 
Kanisius. 
Mandalang, Pareira. 1985. Segi-Segi Hukum Organisasi 
Internasional,Binacipta,  
Mauna, Boer. 2011. Hukum Internasional:Pengertian, Peranan dan Fungsi 
dalam Era Dinamika Global,Bandung:PT. Alumni. 
Putra, Wyasa Bagus Ida. 2003. Hukum Bisnis Pariwisata. Bandung:Refika 
Aditama 
Santosa, Andri. 2008. Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan 
dan  Kebijakan. Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi. 
Sasmita, Tjandra Uka. 2009, Arkeologi Islam Nusantara. 
Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia 
Starke,G. J. 2000.Pengantar Hukum Internasional. Jakarta:Sinar Grafika. 
Simanupang, Burton, Richard. 1996. Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: 
Rineka Cipta. 
Stiglitz, E. Joseph.  2007. Making Globalization Work. Bandung: PT. 
Mizan  Publika. 




UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit 
Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. 
UNDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Property. 
Convention Concerning The Protection of The World Cultural And Natural 
Heritage 1972 
Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed 
Conflic 1954 
Declaration on Principles of International Cultural Cooperation 1966 
Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life 
and their Contribution to It 1976 
The Recommendation Concerning the Status of The Artist 198 
 
Website: 
Association of Chief Police Officers diakses dari 
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chief_Police_Officers 
pada 5 Oktober 2014 pukul 23.33 WITA 
Cina Kecam Lelang Barang Antik diakses dari 
http://hurahura.wordpress.com/2010/11/13/cina-kecam-lelang-
barang-antik/ pada 4 Oktober 2014 pukul 13.19 WITA 
Daud A. Tanudirjo,WARISAN BUDAYA UNTUK SEMUA: ARAH 
KEBIJAKAN PENGELOLA WARISAN BUDAYA INDONESIA DI 
MASA MENDATANG diakses dari 
http://arkeologi.fib.ugm.ac.id/old/download/1211776349daud-
kongres%20kebud.pdf  pada 23 September 2014 18.30 wita 
Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Mausia diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Representatif_Budaya_Takbenda
_Warisan_Manusia pada 8 Oktober 2014 pukul 02.25 WITA 
Djulianto Susantio, Masalah Pengembalian Barang Antik Curian diakses 
dari http://hurahura.wordpress.com/2010/11/26/masalah-
pengembalian-barang-antik-curian/ 25 September 2014 pukul 23.17 
WITA 
Edy Suhartono dalam Makalah Warisan Budaya Daerah sebagai Identitas 
Budaya Etnik 
http://wwwesuhartono.blogspot.com/2011/03/makalah_9506.html 
diakses pada 26 September 2014 pukul 23.17 wita 
93 
International Instrument diakses dari 
http://www.culturalrights.net/en/documentos.php?c=18&p=185 
pada 24 September 2014 pukul 01.45 WITA 
Kala Monumen Sejarah Dihilangkan, diakses dari 
http://muslimramli.com/?p=2139 pada 13 Oktober 2014 pukul 01.09 
WITA 
Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia diakses 
dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Karya_Agung_Warisan_Budaya_Lisan_d
an_Nonbendawi_Manusia pada 8 Oktober 2014 pukul 02.52 WITA 
Munah Zakiah, Cagar Budaya, diakses dari 
http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/1573/cagar-budaya 
pada 8 Oktober 2014 pukul 01.36 WITA 
PDF Konservasi Pura Maospahit Denpasar Menuju Pelestarian Pusaka 
Budaya http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-99-
678463308-bab%201-3.pdf diakses 4 Oktober 2014 pukul 12.45 
WITA 
Pencurian Benda Seni Marak di Inggris diakses dari 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/11/131117_pencurian_
bendasejarah.shtml pada 23 September 2014 pukul 22.33 wita. 
Prevention of the Illicit, Import, Export and Transfer of Ownership of 
Cultural Property 1970, 12th session of the Intergovernmental 
Committee for promoting the return and Restitution of Cultural 
Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit 
Appropriation, UNESCO, Paris, 25-28 Maret 2003, 
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_
en.shtml diakses pada 24 September pukul 12.40 wita 
PDF Muhammad Ramli, Pengertian dan Kriteria Cagar Budaya diakses 
dari http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-
content/uploads/2013/07/2.-Pengertian-dan-Kriteria-Cagar-
Budaya.pdf pada 8 Oktober 2014 pukul 01.38 WITA 
Self-executing Rights diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Self-
executing_right pada 08 Oktober 2014 pukul 13.11 WITA 
 
 
